KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1251 TAHUN 2021

TENTANG

SKEMA DAN KRITERIA AKREDITASI SERTA SERTIFIKASI USAHA
PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Skema dan
Kriteria Akreditasi serta Sertifikasi Usaha Penyelenggaraan
Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Perjalanan
Tbadah Umrah;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6225);

4. Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021
tentang  Standar Kegiatan Berusaha  Usaha
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 263);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SKEMA DAN
KRITERIA AKREDITASI SERTA SERTIFIKASI USAHA
PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS.

+ Akreditasi dan  Sertifikasi Usaha Penyelenggaraan

Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji
Khusus dilaksanakan berdasarkan skema dan kriteria
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Skema dan Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU menjadi panduan dalam pelaksanaan akreditasi
terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

a. Menteri menetapkan biaya sertifikasi referensi sesuai
dengan kebutuhan sebagai pedoman penetapan biaya
sertifikasi; dan

b. dalam hal Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus
menetapkan biaya sertifikasi di bawah biaya sertifikasi
referensi, Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus
wajib melaporkan secara tertulis atau -elektronik
kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

a. Biro Perjalanan Wisata yang memperoleh izin
operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah
Umrah, wajib melakukan sertifikasi dalam jangka
waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak
keputusan izin operasional diterbitkan;

b. Biro Perjalanan Wisata yang telah ditetapkan sebagai
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan belum
melakukan sertifikasi, wajib melakukan sertifikasi



KELIMA

dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun
terhitung sejak Keputusan ini mulai berlaku;

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang telah
tersertifikasi, pelaksanaan sertifikasi selanjutnya
mengikuti siklus sertifikasi 5 (lima) tahun sekali
terhitung sejak sertifikasi terakhir dilaksanakan atau
mengikuti waktu sertifikasi terdekat Penyelenggara
Perjalanan Ibadah Umrah atau Penyelenggara Ibadah
Haji Khusus; |

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah
disertifikasi oleh Kementerian Agama, pelaksanaan
sertifikasi selanjutnya mengikuti siklus sertifikasi 5
(lima) tahun sekali terhitung sejak sertifikasi terakhir
dilaksanakan atau mengikuti waktu sertifikasi
terdekat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;

sertifikasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus oleh
Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1
(satu) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan;

sebelum Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus
dengan ruang lingkup Sertifikasi Penyelenggara Ibadah -
Haji Khusus ditetapkan, pelaksanaan sertifikasi
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dilakukan oleh
Kementerian Agama dalam tahun yang sama dengan
pelaksanaan sertifikasi Penyelenggara Perjalanan
Ibadah Umrah oleh Lembaga Sertifikasi Umrah dan
Haji Khusus;

Kementerian Agama menerbitkan sertifikat terhadap
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang disertifikasi;
dan

lembaga akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah
Umrah yang telah ditunjuk sebelum Keputusan ini
ditetapkan, dinyvatakan sebagai Lembaga Sertifikasi
Umrah dan Haji Khusus dengan ruang lingkup
Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
setelah meningkatkan kompetensinya berdasarkan
Keputusan ini serta harus mendapatkan akreditasi
dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun
terhitung sejak keputusan ini mulai berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 pege.iber 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1251 TAHUN 2021

TENTANG

SKEMA DAN KRITERIA AKREDITASI SERTA
SERTIFIKASI USAHA PENYELENGGARAAN
PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan
ibadah haji khusus harus berdasarkan pada 10 (sepuluh) asas
sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yaitu asas syariat,
amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan,
keamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kesepuluh
asas ini menjadi landasan bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah
dan penyelenggara ibadah haji khusus untuk mewujudkan tujuan
penyelenggaraan perjalanan . ibadah umrah dan penyelenggaraan
ibadah haji khusus, yaitu memberikan pembinaan, pelayanan, dan
pelindungan bagi calon jemaah haji dan jemaah umrah sehingga dapat
menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat serta
mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan
perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, khususnya dalam hal
penyelenggaraan perjalanan ibadah wumrah dan penyelenggaraan
ibadah haji khusus yang dilaksanakan oleh masyarakat, Undang-
Undang telah mengatur salah satu cara yang harus dilakukan yaitu
dengan pelaksanaan sertifikasi terhadap Penyelenggara Ibadah Haji
Khusus dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Sertifikasi ini
dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggara
perjalanan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus untuk
memastikan bahwa  jemaah  memperoleh  pelayanan  yang
dipersyaratkan. Ketentuan mengenai sertifikasi terhadap penyelenggara
perjalanan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus diatur
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pelaksanaan akreditasi ini selanjutnya diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko yang menetapkan skema akreditasi terhadap
lembaga penilaian kesesuaian dan sertifikasi terhadap pelaku usaha.
Namun demikian, Peraturan Pemerintah ini belum mengatur secara
teknis pelaksanaan akreditasi, yaitu akreditasi terhadap lembaga
penilaian kesesuaian dan sertifikasi terhadap pelaku usaha tersebut.
Oleh sebab itu, diperlukan peraturan turunan yang mengatur secara
rinci teknis pelaksanaan akreditasi tersebut.



Tujuan

Skema dan kriteria akreditasi serta sertifikasi usaha
penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan
ibadah haji khusus mempunyai tujuan menjamin akreditasi dan
sertifikasi penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara
perjalanan ibadah umrah dilaksanakan secara tertib, independen,
transparan, dan akuntabel.

Pengertian Umum

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian
kegiatan perjalanan ibadah umrah di luar musim haji yang
meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, yang
dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan
ibadah umrah.

2. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan
ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji
khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang
bersifat khusus.

3. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya
disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki
perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah
umrah.

4. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat
PIHK adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha
untuk melaksanakan ibadah haji khusus.

5. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah
lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di
bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

6. Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus yang selanjutnya
disingkat LS UHK adalah lembaga penilaian kesesuaian yang telah
terakreditasi yang bertugas melakukan sertifikasi terhadap pelaku
usaha yang melakukan kegiatan wusaha Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji
Khusus.

7. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN,
yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau
laboratorium memiliki kompetensi, serta berhak melaksanakan
penilaian kesesuaian.

8. Sertifikasi PPIU dan PIHK adalah rangkaian kegiatan penilaian
kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis
bahwa pelayanan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus telah memenuhi standar
dan/atau regulasi.

9. Transfer Sertifikasi adalah pemindahan suatu sertifikasi PPIU atau
PIHK yang masih berlaku dari LS UHK kepada LS UHK lain (LS
UHK penerima) untuk tujuan keberlanjutan sertifikasi dalam
lingkup sertifikasi yang sama.



10.

11.

12.

13.

14,

15.
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Keluhan adalah pernyataan ketidakpuasan secara tertulis dari
individu dan/atau lembaga terhadap kegiatan PPIU, PIHK, atau LS
UHK yang disertai dengan bahan bukti yang relevan.

Banding adalah permintaan secara tertulis dari PPIU atau PIHK
kepada LS UHK untuk peninjauan kembali atas hasil keputusan
proses sertifikasi.

Kementerian adalah kementerian yang menyelengarakan urusan
pemerintahan di bidang agama.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama.
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang

selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada
Kementerian yang membidangi penyelenggaraan haji dan umrah.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang
selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat
Jenderal.

BAB 11

PELAKSANA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH

UMRAH DAN PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

Umum

1.
2.

No ok w

Menteri melaksanakan akreditasi terhadap PPIU dan PIHK.

Dalam melaksanakan akreditasi terhadap PPIU dan PIHK, Menteri
menunjuk KAN.

KAN menetapkan akreditasi LS UHK.

LS UHK melaksanakan sertifikasi terhadap PPIU dan PIHK.

LS UHK melaporkan hasil pelaksanaan sertifikasi kepada KAN.
KAN melaporkan hasil akreditasi dan sertifikasi kepada Menteri.

Laporan hasil akreditasi LS UHK yang disampaikan kepada
Menteri memuat identitas LS UHK, terdiri atas:

a. nama;

b. nama pimpinan;

c. alamat;

d. nomor telepon/email;

e. nomor akreditasi;

f. masa berlaku akreditasi;
g. status akreditasi; dan

h. ruang lingkup.

Laporan hasil akreditasi dilaporkan dalam jangka waktu paling
lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak ditetapkan.

Laporan hasil sertifikasi PPIU atau PIHK yang disampaikan kepada
Menteri memuat identitas PPIU atau PIHK, terdiri atas:

a. nama;

b. nomor sertifikat;



¢. masa berlaku sertifikat;
d. status sertifikasi; dan
e. peringkat.

10. Laporan hasil sertifikasi dilaporkan setiap semester.

B. Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus

1.

2.

Lembaga penilaian kesesuaian yang dapat melaksanakan
sertifikasi terhadap PPIU dan PIHK harus terakreditasi oleh KAN.

Untuk memenuhi akreditasi oleh KAN, harus memenuhi
persyaratan umum yang ditetapkan oleh KAN dan persyaratan
khusus yang ditetapkan oleh Menteri.

Ruang lingkup Sertifikasi untuk skema LS UHK terdiri atas:
a. Sertifikasi PPIU; dan
b. Sertifikasi PIHK.

Pelaksanaan akreditasi oleh KAN didukung oleh tenaga teknis dari
Kementerian yang memiliki kompetensi di bidang Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji
Khusus.

Persyaratan khusus meliputi:
a. Personel yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi terdiri atas:
1) pengkaji permohonan;
2) evaluator; dan
3) reviewer dan pengambil keputusan.
b. LS UHK tidak dapat didukung oleh personel yang terlibat
dalam kepemilikan saham, komisariat, atau kepengurusan

PPIU atau PIHK, termasuk keterlibatan dalam kantor cabang
atau asosiasi PPIU dan/atau PIHK.

c. LS UHK harus didukung oleh personel yang memiliki
kompetensi umum dan kompetensi khusus untuk masing-
masing ruang lingkup.

d. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ untuk
ruang lingkup Sertifikasi PPIU meliputi:

1) kompetensi pengkaji permohonan meliputi:
a) kompetensi umum
(1) pengetahuan mengenai proses sertifikasi; dan
(2) pengetahuan mengenai ISO/IEC 17065.

b) kompetensi khusus
(1) pengetahuan mengenai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang ibadah umrah;
(2) pengetahuan mengenai proses bisnis
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
dan

(3) Pengetahuan mengenai skema Sertifikasi PPIU
serta perbaharuan dan perubahannya.
2) kompetensi evaluator meliputi:
a) kompetensi umum
(1) pengetahuan mengenai proses sertifikasi;



(@)

(3)
(4)

(S)

(6)
(7)
(8)
)

pengetahuan mengenai sistem manajemen
mutu SNI ISO 9001;

pengetahuan mengenai SNI ISO/IEC 17065;

pengetahuan mengenai akuntansi dan
keuangan;

pengetahuan mengenai teknik, praktik, dan
prinsip evaluasi;

kemampuan berkomunikasi dengan baik;
kemampuan mencatat dan menulis laporan;
kemampuan presentasi;

kemampuan wawancara; dan

(10) kemampuan mengelola kegiatan audit.

b) kompetensi khusus

(1)
(2)
(3)

(4)

pengetahuan mengenai ketentuan peraturan di
bidang ibadah umrah,;

pengetahuan dan berpengalaman haji atau
umrah;

pengetahuan mengenai ~ proses bisnis
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
dan

pengetahuan mengenai skema Sertifikasi PPIU
serta perbaharuan dan perubahan.

3) Kompetensi reviewer dan pengambil keputusan meliputi:
a) kompetensi umum

(1)
(2)

(3)
(4)

(S)

pengetahuan mengenai proses sertifikasi;

pengetahuan mengenai sistem manajemen
mutu SNI ISO 9001;

pengetahuan mengenai SNI ISO/IEC 17065;
pengetahuan  mengenai  akuntansi dan
keuangan; dan

pengetahuan teknik, praktik, dan prinsip
evaluasi.

b) kompetensi khusus

(1)
(2)
(3)

(4)

pengetahuan mengenai ketentuan peraturan di
bidang ibadah umrah;

pengetahuan dan berpengalaman haji atau
umrah;

pengetahuan mengenai proses bisnis
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
dan

pengetahuan mengenai skema Sertifikasi PPIU
serta perbaharuan dan perubahannya.

e. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk
ruang lingkup Sertifikasi PIHK meliputi:
1) Kompetensi pengkaji permohonan meliputi:
a) kompetensi umum

(1)

pengetahuan mengenai proses sertifikasi; dan



b)

(2)

pengetahuan mengenai SNI ISO/IEC 17065.

kompetensi khusus

(1)
(2)

(3)

pengetahuan mengenai ketentuan peraturan di
bidang ibadah umrah dan haji khusus;

pengetahuan mengenai proses bisnis
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; dan

pengetahuan mengenai skema Sertifikasi PPIU
dan PIHK.

2) Kompetensi evaluator meliputi:
kompetensi umum

a)

b)

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
()

pengetahuan mengenai proses sertifikasi;

pengetahuan mengenai sistem manajemen
mutu SNI ISO 9001;

pengetahuan mengenai SNI ISO/IEC 17065;
pengetahuan  mengenai  akuntansi dan
keuangan;

pengetahuan mengenai teknik, praktik, dan
prinsip evaluasi;

kemampuan berkomunikasi dengan baik;
kemampuan mencatat dan menulis laporan,
kemampuan presentasi;

kemampuan wawancara; dan

{10) kemampuan mengelola kegiatan audit.

kompetensi khusus

(1)

(2)
(3)

(4)

pengetahuan mengenai ketentuan peraturan di
bidang ibadah umrah dan haji khusus;
pengetahuan dan berpengalaman ibadah haji;

pengetahuan mengenai proses bisnis
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; dan

pengetahuan mengenai skema Sertifikasi PPIU
dan PIHK.

3) Kompetensi reviewer dan pengambil keputusan meliputi:
kompetensi umum

a)

b)

(1)
(2)

(3)
(@)

pengetahuan mengenai proses sertifikasi;

pengetahuan mengenai sistem manajemen
mutu SNI IS0 9001;

pengetahuan mengenai SNI ISO/IEC 17065;
dan

pengetahuan  mengenai akuntansi dan
keuangan.

kompetensi khusus

(1)
(2)

pengetahuan mengenai ketentuan peraturan di
bidang ibadah umrah dan haji khusus;

pengetahuan dan berpengalaman ibadah haji;
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(3) pengetahuan mengenai proses bisnis
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; dan

(4) pengetahuan mengenai skema Sertifikasi PPIU
dan PIHK.

f. Pemenuhan kompetensi khusus bagi reviewer, evaluator, dan
pengambil keputusan dapat dipenuhi secara kolektif.

g. Pemenuhan kompetensi khusus dibuktikan dengan sertifikat
pelatihan.

h. Pelatihan diselenggarakan oleh penyelenggara pelatihan
setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal.

i.  Koordinasi meliputi:
1) rencana pelaksanaan pelatihan;
2) penetapan kurikulum dan materi pelatihan; dan
3) pendaftaran nomor sertifikat peserta pelatihan.

j. LS UHK harus memiliki mekanisme atau pengaturan terkait

penjenjangan, pengembangan, dan evaluasi kompetensi
personil sertifikasi.

k. LS UHK harus memiliki sitem informasi pengelolaan hasil
sertifikasi

C. Komite Ketidakberpihakan

1.

Untuk menjamin pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan secara
kompeten, konsisten, dan tidak memihak, LS UHK harus memiliki
Komite Ketidakberpihakan.

Komite Ketidakberpihakan dapat dibentuk secara kolektif oleh
para LS UHK

Komite Ketidakberpihakan terdiri atas unsur:

a. LS UHK;

b. Direktorat Jenderal sebagai regulator;

¢. pelaku usaha;

d. jemaah; dan

e. organisasi nonpemerintah sebagai masyarakat.

Komite Ketidakberpihakan bersidang paling sedikit 1 (satu) kali
datam 1 (satu) tahun.

Komite Ketidakberpihakan dari wunsur Direktorat Jenderal
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

D. Lain-lain

1.

2.

LS UHK yang dalam status pembekuan akreditasi oleh KAN, tidak
boleh melakukan sertifikasi.

LS UHK yang dalam status pembekuan akreditasi, hanya boleh
melakukan survailen terhadap klien yang telah disertifikasi
sampai dengan status akreditasinya dinyatakan aktif kembali.

Dalam hal status akreditasi LS UHK dicabut, LS UHK harus
melakukan pemindahan sertifikasi terhadap klien yang
tersertifikasi kepada LS UHK lain yang telah terakreditasi.
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KAN dapat menetapkan peryaratan tambahan akreditasi LS UHK
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SKEMA DAN KRITERIA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PERJALANAN
IBADAH UMRAH DAN PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

Umum

1. PPIU dan PIHK wajib disertifikasi setiap 5 (lima) tahun.

2. Sertifikasi dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan
PPIU dan PIHK.

3. Sertifikasi PPIU dan PIHK dilakukan oleh LS UHK.

4. PPIU dan PIHK yang tidak tersertifikasi atau tidak melakukan
resertifikasi sampai dengan masa berlaku sertifikat berakhir, izin
operasionalnya akan dibekukan.

5. Selama masa pembekuan izin operasional, PPIU atau PIHK tidak
diperbolehkan melakukan kegiatan usaha.

6. PPIU atau PIHK yang dalam status pembekuan izin operasional,
diberikan waktu selama 6 (enam) bulan untuk mendapatkan
sertifikat baru.

7. Masa belaku sertifikat baru merujuk pada tanggal dan bulan izin
operasional.

8. Status pembekuan izin operasional berakhir setelah PPIU atau
PIHK mendapatkan sertifikat baru.

9. Izin operasional PPIU atau PIHK dicabut apabila tidak

mendapatkan sertifikat baru dalam jangka waktu paling lama 6
{(enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat lama berakhir.

10. Izin operasional PIHK dicabut apabila PPIU tidak tersertifikasi.

Persyaratan

1.

PPIU yang akan melakukan sertifikasi harus ‘memenuhi

persyaratan:

a. fotokopi izin operasional sebagai PPIU;

b. fotokopi akta notaris terbaru yang telah mendapat
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

c. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik saham, komisaris,
dan direksi yang seluruhnya beragama Islam;

d. fotokopi sertifikat hak milik (atas nama perusahaan,
pemegang saham, komisaris, atau direksi), perjanjian pinjam
pakai, atau perjanjian sewa menyewa kantor yang masih
berlaku paling singkat 5 (lima) tahun ke depan dan
mendapatkan pengesahan atau legalisasi dari notaris;

e. fotokopi laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun
terakhir yang telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di
Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa
pengecualian,
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fotokopi surat keterangan fiskal atas nama perusahaan yang
masih berlaku; dan

fotokopi jaminan bank PPIU yang masih berlaku.

2. PIHK yang akan melakukan sertifikasi harus memenuhi
persyaratan:

a.
b.

g.

fotokopi izin operasional sebagai PPIU dan PIHK;

fotokopi akta notaris terbaru yang telah mendapat
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

fotokopi kartu tanda penduduk pemilik saham, komisaris,
dan direksi yang seluruhnya beragama Islam;

fotokopi sertifikat hak milik (atas nama perusahaan,
pemegang saham, komisaris, atau direksi), perjanjian pinjam
pakai, atau atau perjanjian sewa menyewa kantor yang masih
berlaku paling singkat 5 (lima) tahun ke depan dan
mendapatkan pengesahan atau legalisasi dari notaris;
fotokopi laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun
terakhir yang telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di
Kementerian Keuangan dengan - opini wajar tanpa
pengecualian;

fotokopi surat keterangan fiskal atas nama perusahaan yang
masih berlaku; dan

fotokopi jaminan bank PPIU dan PIHK yang masih berlaku.

C. Proses sertifikasi PPIU

Sertifikasi dilakukan kepada PPIU dan PIHK melalui proses
sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan dan Penandatanganan Perjanjian

a.

PPIU atau PIHK mengajukan permohonan kepada Direktur
Jenderal melalui Siskopatuh dengan mengunggah dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf B
angka 1 dan angka 2 serta memilih LS UHK;

pemilihan LS UHK dilakukan setelah PPIU atau PIHK
melakukan kesepakatan harga yang dituangkan dalam
perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua
belah pihak;

PPIU atau PIHK memilih LS UHK yang berbeda dengan LS
UHK pada siklus sertifikasi sebelumnya;

perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf b termasuk
hak dan kewajiban LS UHK dan PPIU atau PIHK selama
proses dan masa berlaku sertifikat;

pemilihan LS UHK dibuktikan dengan mengunggah dokumen
perjanjian ketja sama ke dalam Siskopatuh;

Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan
dokumen persyaratan terhadap berkas permohonan; dan

Direktur Jenderal menyetujui pelaksanaan proses sertifikasi
dan memberikan informasi profil PPIU atau PIHK berdasarkan
hasil pengawasan kepada LS UHK.
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Tinjauan Permohonan

Tinjauan permohonan sertifikasi dilakukan oleh LS UHK

berdasarkan:

a.

b.

kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan
bahwa bukti dokumen administratif pengajuan permohonan
sertifikasi telah dipenuhi; dan

informasi mengenai PPIU atau PIHK telah mencukupi untuk
dilakukan proses sertifikasi.

Evaluasi

a‘

b.

LS UHK melakukan evaluasi secara luring di kantor PPIU
atau PIHK sesuai dengan dokumen legalitas PPIU atau PIHK.
Dalam hal evaluasi tidak dapat dilakukan secara luring,
Direktur Jenderal dapat mengizinkan pelaksanaan evaluasi
secara daring.

Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) kriteria, yaitu sarana,

struktur organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan,

dan sistem manajemen usaha.

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ digunakan

sebagai dasar penilaian kesesuaian.

Penilaian kesesuaian dilakukan berdasarkan indikator

penilaian dan pembobotan dari masing-masing kriteria

sebagaimana tercantum dalam Format 1.

Indikator penilaian terdiri atas indikator dominan dan

indikator ko-dominan.

Indikator dominan merupakan indikator penilaian utama

yang wajib dipenuhi.

Indikator ko-dominan merupakan indikator penilaian

penunjang.

Pemberian nilai terhadap elemen penilaian dilakukan dengan

cara:

1) nilai diberikan kepada PPIU atau PIHK sesuai dengan
elemen penilaian yang dipenuhi oleh PPIU atau PIHK
terhadap kriteria penilaian sertifikasi; dan

2) nilai O {nol) diberikan kepada PPIU atau PIHK jika tidak
ada elemen penilaian yang dipenuhi.

Dalam hal terdapat indikator dominan mendapat nilai O (nol):

1) PPIU atau PIHK wajib melakukan perbaikan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak
hari terakhir evaluasi. '

2) diberikan nilai paling tinggi 1 (satu} jika PPIU atau PIHK
telah melakukan perbaikan.

3) Dinyatakan tidak tersertifikasi apabila tidak melakukan
perbaikan sampai dengan 2 (dua) bulan sejak hari
terakhir evaluasi.

Dalam hal terdapat indikator ko-dominan mendapat nilai O

{nol), LS UHK meminta PPIU atau PIHK untuk membuat

rencana perbaikan sebagai dasar pada evaluasi berikutnya.
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Petugas evaluasi membuat laporan pelaksanaan evaluasi yang
ditandatangani oleh petugas evaluasi dan pihak PPIU atau
PIHK.

LS UHK harus memastikan bahwa laporan evaluasi akurat,
ringkas, jelas, dan terckam sebagai dasar reviu dan
penetapan keputusan.

4, Reviu dan Penetapan Keputusan

a.

Personil yang ditugaskan oleh LS UHK untuk melakukan
reviu dan menetapkan keputusan sertifikasi tidak boleh
terlibat dalam proses evaluasi.

Reviu terhadap hasil evaluasi dijadikan dasar untuk
penetapan keputusan. '
Penetapan keputusan dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangi oleh reviewer dan pengambil keputusan.

Dalam hal penetapan keputusan ditunda atau tidak diberikan
keputusan sertifikasi, LS UHK harus memberitahukan alasan
kepada PPIU atau PIHK dan Kementerian.

5. Penerbitan Sertifikat

a.

Penerbitan sertifikat kesesuaian dilakukan oleh LS UHK
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.

Dalam hal sertifikasi dengan ruang lingkup Sertifikasi PIHK,

LS UHK menerbitkan:

1) sertifikat dengan ruang lingkup PPIU; dan
2) sertifikat dengan ruang lingkup PIHK

LS UHK menunda penerbitan sertifikat dengan ruang lingkup
PIHK jika pemenuhan persyaratan ruang lingkup PPIU belum
terpenuhi.

Sertifikat kesesuaian PPIU dan PIHK berlaku dalam jangka
waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
keputusan sertifikasi.

Sertifikat kesesuaian paling sedikit memuat:

1} nomor sertifikat dan logo LS UHK;

2) simbol akreditasi;

3) identitas skema sertifikasi dan ruang lingkup sertifikasi;

4) nama dan alamat LS UHK;

5) nama dan alamat PPIU dan PIHK;

6) pernyataan kesesuaian dan peringkat Klasifikasi;

7) tanggal penerbitan sertifikat;

8) tanggal amandemen jika diperlukan;

9) masa berlaku sertifikat;

10) tanggal batas akhir survailen; dan

11) tanda tangan dari personil yang berwenang untuk
pengesahan atas nama LS UHK.
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Survailen

a. Survailen dilakukan oleh LS UHK untuk memastikan
konsistensi pemenuhan persyaratan dan klasifikasi PPIU atau
PIHK.

b. Untuk memastikan konsistensi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dilakukan tahapan:

1) pelaksanaan evaluasi;
2) reviu terhadap hasil evaluasi; dan
3) penetapan keputusan.

c. Survailen terhadap PPIU atau PIHK dilakukan 1 (satu) kali
dalam masa berlaku sertifikat.

d. PPIU yang telah memiliki izin berusaha sebagai PIHK,
survailen dilakukan secara bersama-sama dalam 1 (satu)
waktu

e. Survailen dilaksanakan dalam jangka waktu paling singkat 28
(dua puluh delapan) bulan dan paling lambat 32 (tiga puluh
dua) bulan setelah tanggal keputusan Sertifikasi.

f.  Hasil evaluasi survailen dijadikan dasar untuk penetapan
keputusan pemeliharaan Sertifikasi.

g. Apabila hasil survailen menunjukkan adanya perubahan
Klasifikasi, LS UHK menerbitkan sertifikat pengganti.

h. Sertifikat pengganti tidak mengubah masa berlaku sertifikat.
Re-Sertifikasi

a) Pelaksanaan dan keputusan re-sertifikasi harus dilakukan
sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.

b) Prosedur pelaksanaan re-sertifikasi dilakukan sesuai dengan
prosedur pelaksanaan Sertifikasi.

Penghitungan Waktu (Durasi)

1.

Evaluasi lembaga sertifikasi dilakukan dengan menggunakan
perhitungan durasi evaluasi sertifikasi (W), survailen, dan re-
sertifikasi.

Perhitungan durasi evaluasi sertifikasi (W) sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dihitung berdasarkan waktu dasar audit di lokasi
(Wd) ditambah jumlah hari audit berdasarkan jumlah jemaah yang
terdaftar dalam 5 (lima) tahun terakhir (Wj).

Perhitungan durasi evaluasi survailen sebagaimana dimaksud
pada angka 1, dihitung % (setengah) dari durasi evaluasi
sertifikasi (W).

Perhitungan durasi evaluasi re-sertifikasi sebagaimana dimaksud
pada angka 1, dihitung 2/3 (dua per tiga) dari durasi evaluasi
sertifikasi (W).

Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka
3, dan angka 4 sesuai dengan Format 2.

Pelaporan Sertifikasi

1.

LS UHK harus menyampaikan laporan hasil sertifikasi kepada
KAN dan Menteri melalui Direktur Jenderal.



- 16 -

Laporan sebagaimana dimaksud pada angkan 1 disampaikan
secara elektronik melalui Siskopatuh dalam jangka waktu paling
lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak sertifikat ditetapkan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada angkan 2 memuat:
a. identitas LS UHK;
b. identitas PPIU atau PIHK yang disertifikasi;
c. tipe evaluasi (sertifikasi atau survailen);
d. hasil evaluasi yang mencakup:
1) sarana;
2)  struktur organisasi dan sumber daya manusia;
3) pelayanan; dan
4) sistem manajemen usaha.
e. permasalahan penting selama proses evaluasi;
f. identitas personil yang terlibat;
g. tanggal dan tempat dilakukan evaluasi;
h. temuan evaluasi;
i.  verifikasi temuan sebelumnya jika ada;
j. rekomendasi tim evaluasi;
k. berita acara reviu dan pengambilan keputusan;
1. nomor dan masa berlaku sertifikat; dan
m. salinan sertifikat.
Dalam hal LS UHK melakukan transfer sertifikasi, LS UHK

penerima melaporkan perubahan sertifikat kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal ke dalam Siskopatuh disertai dengan lampiran.

F. Keluhan dan Banding

1.

Keluhan dapat disampaikan terhadap kinerja PPIU, PIHK, dan LS
UHK oleh pemangku kepentingan disertai dengan bahan bukti
relevan. .

Banding dapat digjukan oleh PPIU dan PIHK kepada LS UHK
terhadap keputusan sertifikasi disertai dengan bukti yang relevan.

Tata cara pengajuan keluhan dan banding:

a. keluhan atau banding disampaikan secara tertulis paling
sedikit memuat:

a) nama;

b) alamat;

¢} nomor telepon yang bisa dihubungi dan/atau alamat
email;

d) bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
dan

€) pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah
benar dan dibubuhi dengan meterai yang cukup.
b. masa pengajuan keluhan dan banding
a) keluhan dapat diajukan sewaktu-waktu; dan
b) banding kepada LS UHK diajukan dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
disampaikannya berita acara hasil sertifikasi.
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LS UHK menindaklanjuti pengajuan banding secara tertulis dalam
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
permohonan banding diterima.

G. Transfer Sertifikasi

1.

2.

LS UHK harus memiliki mekanisme transfer Sertifikasi PPIU dan
PIHK kepada LS UHK lain.

Transfer sertiﬁkasi dilakukan jika:
a. ada permintaan dari pemegang sertifikat PPIU dan PIHK;

dan/atan
b. LS UHK yang dicabut akreditasinya oleh KAN.
Transfer sertifikasi dilakukan:

a. bukan atas dasar persaingan tidak sehat; dan

b. tetap menjamin terjaganya integritas dan kredibilitas
sertifikasi.

Transfer sertifikasi dilakukan dengan prosedur:

a. pengajuan surat permohonan transfer sertifikasi oleh PPIU

atau PIHK kepada LS UHK yang dikehendaki dengan
tembusan kepada LS UHK penerbit, KAN, dan Kementerian;

b. LS UHK penerima transfer sertifikasi mengkaji permohonan
transfer sertifikasi dalam bentuk kajian dokumentasi;
c. Kajian dokumentasi meliputi:
1) status adanya ketidaksesuaian dari  sertifikasi
sebelumnya;
2) status pembekuan dari LS UHK penerbit;
3) validitas sertifikasi;
4) laporan evaluasi awal, re-evaluasi, survailen,
5) catatan Keluhan yang diterima dan tindak lanjut yang
dilakukan;
6) tahapan siklus sertifikasi; dan
7} informasi kepatuhan hukum PPIU atau PIHK pemohon.
d. Dalam hal LS UHK penerima transfer sertifikasi tidak
mendapatkan informasi yang memadai dari LS UHK penerbit,
LS UHK penerima transfer sertifikasi melakukan evaluasi
lapangan.
Transfer Sertifikasi dilakukan jika LS UHK yang dicabut
akreditasinya oleh KAN dilakukan dengan prosedur:
a. KAN menyampaikan informasi status pencabutan LS UHK
kepada PPIU atau PIHK yang telah disertifikasi;
b. KAN memberikan daftar LS UHK lain untuk dipilih sebagai LS
UHK penerima transfer sertifikasi;
c. PPIU atau PIHK memilih LS UHK penerima transfer
sertifikasi;

d. LS UHK yang dicabut akreditasinya oleh KAN wapb
melakukan transfer sertifikasi kepada LS UHK penerima
transfer sertifikasi dalam jangka waktu paling lambat 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan
pencabutan akreditasi;
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e. dalam hal jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja PPIU atau PIHK tidak memilih LS UHK penerima
transfer Sertifikasi, LS UHK yang dicabut memilih LS UHK
penerima transfer sertifikasi berdasarkan daftar LS UHK lain
yang diberikan oleh KAN;

f. dalam hal jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja LS UHK yang dicabut akreditasinya oleh KAN tidak
melakukan transfer sertifikasi kepada LS UHK penerima
transfer sertifikasi, Kementerian menentukan LS UHK
penerima transfer sertifikasi;

g. LS UHK penerima transfer sertifikasi harus mengkaji
permohonan transfer sertifikasi dalam bentuk kajian
dokumentasi;

h. kajian dokumentasi meliputi:

1) status adanya ketidaksesuaian dari  sertifikasi
sebelumnya

2) status pembekuan dari LS UHK penerbit;

3) validitas sertifikasi;

4) laporan evaluasi awal, re-evaluasi, survailen;

5) catatan Keluhan yang diterima dan tindak lanjut yang
dilakukan;

6) tahapan siklus sertifikasi; dan

7) - informasi kepatuhan hukum PPIU atau PIHK pemohon.

dalam hal transfer sertifikasi melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada angka 3 huruf a dan/atau huruf b, LS UHK
penerbit dapat menyampaikan Keluhan disertai bukti pendukung
kepada KAN atas kinerja LS UHK penerima transfer sertifikasi;

dalam hal LS UHK penerima transfer sertifikasi tidak
mendapatkan informasi yang memadai dari LS UHK penerbit, LS
UHK penerima transfer sertifikasi melakukan evaluasi lapangan,

dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dokumen sebagaimana
dimaksud pada angka 4 huruf ¢ butir 1) dan butir 2) dan angka 5
huruf ¢ butir 1) dan butir 2), LS UHK penerima transfer sertifikasi
harus menolak permohonan transfer sertifikat tersebut;

dalam hal tidak ditemukan dokumen sebagaimana dimaksud pada
angka 4 huruf ¢ butir 4) dan angka 5 huruf ¢ butir 4), dilakukan
re-sertifikasi oleh LS UHK penerima;

apabila tidak ditemukan ketidaksesuaian dan tidak ada potensi
masalah yang diidentifikasi dalam kajian sebelum transfer
sertifikasi dilakukan, LS UHK penerima dapat menerbitkan
sertifikat dengan mengikuti aturan keputusan sertifikasi normal.
Program survailen berikutnya harus mengacu  pada jadwal
survailen seperti sertifikasi asalnya;

apabila terdapat keraguan atas sertifikasi yang ada setelah

dilakukan kajian, LS UHK penerima harus:

a. melakukan penilaian dari awal terhadap PPIU atau PIHK;
atau

b. melakukan audit yang berkonsentrasi pada area masalah
yang ada.
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H. Informasi Masyarakat

1. LS UHK menginformasikan hasil Sertifikasi PPIU dan PIHK kepada
masyarakat secara elektronik di website masing-masing dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
tanggal penerbitan sertifikat.

2. Selain informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, LS UHK
menginformasikan direktori PPIU dan PIHK yang memuat:

a. nama dan alamat PPIU dan PIHK;
b. nomor dan masa berlaku sertifikat;
c. status sertifikat:

a. masih berlaku;

b. dibekukan; atau

c. dicabut; dan
d. dokumen status sertifikat.

3. Sertifikat PPIU dan PIHK yang dibekukan atau dicabut
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, diinformasikan
kepada masyarakat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak tanggal pembekuan atau pencabutan
sertifikat.

I. Biaya Sertifikasi dan Transfer Sertifikasi
1. pembiayaan sertifikasi
a. biaya sertifikasi menjadi tanggung jawab PPIU atau PIHK;
dan
b. besaran biaya sertifikasi berdasarkan kesepakatan antara
_ LS UHK dengan PPIU atau PIHK. -
2. pembiayaan transfer sertifikasi
a. Dbiaya transfer sertifikasi yang dilakukan karena permintaan
pemegang sertifikat dibebankan kepada PPIU atau PIHK;
dan
b. biaya transfer sertifikasi yang dilakukan karena pencabutan
status akreditasi LS UHK oleh KAN dibebankan kepada LS
UHK penerbit; dan
c. pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b dicantumkan dalam perjanjian kerja sama
antara LS UHK dengan PPIU atau PIHK.

J. Evaluasi Khusus

1. Evaluasi khusus dilakukan untuk menindaklanjuti hal-hal
berikut, tetapi tidak terbatas pada:

a. penyelesaian Keluhan yang harus dilakukan melalui evaluasi
dengan pemberitahuan singkat;

b. perubahan klasifikasi; atau

¢. perubahan domisili PPIU atau PIHK.

2. Biaya pelaksanaan evaluasi khusus dibebankan kepada PPIU atau
PIHK.
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Pembekuan, Pengaktifan Kembali, dan Pencabutan Sertifikat

1.

LS UHK membekukan sertifikat PPIU atau PIHK apabila:

a. PPIU atau PIHK vyang disertifikasi gagal memenuhi
persyaratan kriteria PPIU atau PIHK;

b. PPIU atau PIHK yang disertifikasi menunda atau menolak
kunjungan survailen; atau

c. PPIU atau PIHK yang disertifikasi meminta pembekuan
sertifikat secara sukarela.

Pembekuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
keputusan pembekuan ditetapkan.

Apabila. masalah yang menyebabkan pembekuan telah
diselesaikan PPIU atau PIHK, LS UHK mengaktifkan kembali
status sertifikasi PPIU atau PIHK.

Apabila dalam jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud
pada angka 2, PPIU atau PIHK tidak menindaklanjuti penyebab
pembekuan sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf
a, huruf b, atau huruf ¢, LS UHK mencabut sertifikat yang telah
diterbitkan.

Dalam hal Kementerian membekukan izin operasional PPIU atau
PIHK, LS UHK membekukan sertifikat PPIU atau PIHK sesuai
dengan ruang lingkup dan waktu pembekuan.

Apabila sanksi pembekuan izin operasional PPIU atau PIHK telah
berakhir, LS UHK mengaktifkan kembali status sertifikat PPIU
atau PIHK.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, sertifikat
PPIU atau PIHK dicabut apabila:

a. PPIU atau PIHK terbukti melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. PPIU atau PIHK yang disertifikasi meminta pencabutan
sertifikat PPIU atau PIHK secara sukarela; atau

c. izin penyelenggaraan PPIU atau PIHK dicabut oleh
Kementerian.

Dalam hal sertifikat PPIU atau PIHK dicabut, PPIU atau PIHK tidak
diperkenankan menggunakan simbol sertifikasi pada produk dan
media lainnya.

BAB IV
PENYAKSIAN (WITNESS), UJI PETIK, DAN VERIFIKASI

Direktorat Jenderal melakukan penyaksian terhadap pelaksanaan
sertifikasi oleh LS UHK paling sedikit 1 (satu) kali untuk setiap LS UHK
setiap tahun.

Direktorat Jenderal melakukan uji petik sertifikasi secara acak
terhadap paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari PPIU dan PIHK
yang disertifikasi oleh LS UHK setiap tahun.
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Direktorat Jenderal melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan
sertifikasi oleh LS UHK apabila terdapat laporan, indikasi, atau bukti
dugaan terjadinya kesalahan prosedur pelaksanaan sertifikasi.

Untuk LS UHK yang memiliki lebih dari 50 (lima puluh) klien, dalam 1
(satu) siklus akreditasi harus mencakup witness terhadap evaluasi
yang dilakukan di lokasi pelaksanaan umrah.

Apabila hasil penyaksian, uji petik, atau verifikasi menunjukkan
adanya kesalahan prosedur, Kementerian menyampaikan hasilnya
kepada KAN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BABV
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
SKEMA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Kementerian melakukan pengkajian ulang skema Sertifikasi PPIU dan
PIHK dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan.

Pengkajian ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan
berdasarkan usulan pemangku kepentingan, perubahan persyaratan
acuan, dan/atau regulasi yang mempengaruhi pengelolaan PPIU atau
PIHK.

BAB VI
LAIN-LAIN

Izin berusaha PPIU atau PIHK yang tidak tersertifikasi sampai dengan
batas masa berlaku sertifikat, dinyatakan tidak beriaku sampai dengan
sertifikat baru diterbitkan-

Dalam hal perizinan berusaha PPIU dinyatakan tidak berlaku
sebagaimana dimaksud pada angka 1:
a. perizinan berusaha PIHK dinyatakan tidak berlaku;

b. Direktur Jenderal atas nama Menteri memblokir nomor identifikasi
personal PPIU; dan

c. PPIU memberangkatkan jemaah umrah yang telah mendaftar
melalui PPIU lain, memindahkan jemaah umrah yang telah
mendaftar kepada PPIU lain, atau mengembalikan biaya
perjalanan ibadah umrah kepada jemaah sesuai dengan paket
umrah.

Dalam hal perizinan berusaha PIHK dinyatakan tidak berlaku:
a. perizinan berusaha PPIU tetap berlaku;

b. Direktur Jenderal atas nama Menteri memblokir nomor identifikasi
personal PIHK; dan
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¢. PIHK memindahkan jemaah haji khusus kepada PIHK lain.
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Format 1
KRITERIA, INDIKATOR AKREINTAS] PENYELENGOARAN PERJALANAR IBADAH UMRAH DAN PENYELENGGARAAN TBADAH HAJI KHUSUS
Y Prinaip Kritaria Indikntor Elemen Penilaian il Panduan Teknis
1 FPIL harus mampu Em
menunjukian e
Esimampaannys dalam g |Memabld kantor pelapanan yang dimiliki 5
menyedinkan sarann dan oleh perusahadn L. Memikiki SHM/HOU/ AJB atas
prasgaring kantar pelayanan kepemilican kantor pelaynnan
pelmuimdstrats dadam rangka sesund vang tertera dalam (e
ﬁd”k“nﬂ' aperagional Keterasdinnn lantor operasionn dan bulih perianjisn
EIRIAn miyewn minimal 5 Tahu
PR SRR et Memilil kanitor peluyanan yang dimitki oty e
1,1 dengan legaliths kepemilikan & laleh pengurus ) fe g dengan [egniisanl notans.
AL SSInal perjanjinn | R, I BANE 2. Titak bodeh Milal & {Nol), jika
mewn [DOMINAR] sudnh dilakulan dndalkosmn
perbaikan sesual wakitl yang
iitemvtukan makon Nilad menjadi 1
(Satu)

Memilild kancor pelayanan yang disewa '
manimum 5 tahun dengan legelisas nolanis

A Luas bangieman =100 m” 3 1. Drifakchilcan dengan atRiement

ukuran yang tertern dalnm BHM S
HOU FPEB/ buktl persan|an sewa
memyewa don apsbila Didak
Luas bangunan kanbor kuran maka dilakukan

12 |pelayvanan :uln.l:EnTnﬂTr-udm' uwmmu'm' Auditor. )
dalazn menjalanian 2, Tidal bolels Milad O [Mal],. jgha
pelayanan, [DOMIKAN) 8 |Luns bangunan 76-100 m” g " sudah dilakukan tindalcan
perbazkan sesial wakiu yang
dieniukan maka Nili menjadi |
(Barul

C  |Luas bangunan 25.75 m* L
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1,3

Ruang kantor pelayanan
didisnin secars fungsional
Fag memungkinkan
operasionn] kegintan
dilak=anakan tanpa
tergangRu aktvitas binoyn
Dibuktilcan dengan
k#lereedizan denah ruangan
dan pengamstan visuak,
[THEMENAN]

Memillkd fromt offics, roang famu, beck

1.4

Tersedinnya sarans teknolog
informasi dan lomunikost
yang dapat dloperasikan
(TN AN]

& |oMcs dan ruang pectermusn | bimbingan, 1. Memilili ruang yang tidak
Musholn, todlet, reang rapat dan gudang, tercainpar dengan ruangar lnin
minimal 2 ruangan. Untuk
beberapa PPIU yang menggunalan
Eanfor Yang saman, [ermasuk
cabang harus sla pemisahan vang
jelas untak membedaikan
Memifild froms alfiee, poang tamu, back de 1 bt i zﬂmﬂ:dm sl
B office dan reang pertemuan fbhimbingan;, L
sh
Wastiols. whict 4. fmslitns runngan kantor dapat
diperpunaian selama hari kerja
3. Tidak boleh Nikal 0 (Nod), jika
sizfah dilakukan tindakan
perbadkan sesual walctu vang
: ditentukan maks Milai mengdi 1
C |*emilzks Font office, dan bock office [Satu)
Tersedia komputer danfatau prap =3 wnil,
Website reami perdsahaan vang terimbegrisi
A dirngan aiatem Kemenng, webmarl
I“mm- telepon/iax, janngan R ot 1. Meomastikan semus sarnna, Toknolog
dan mesin cewnk mindmal 1, media aasial Tedormas g, dimilild dupad
bernperss dignakan den el
perda inveniards knmndor
Tersedin komputer danfatau laptap
|minimal 4 unit, Websdte reami perusahnan E-I il mlmﬂ"hﬁ“ﬂll i
A yang terintegrasi dengan skstem Kemenag, X
webmall perusahaan, ielepon (fax, jaringan 3. Wehsite resm| perosshann vang
irtetmiet dlan mesin cetak mmimal 1, mesdia terintrgraai denpen BISKOPATUH A
sosinl dilakrikoan dengan wi coba swiem aao
dokumrotasi malom
#, Tidak boleh Milai O [Nolj, jikn sudsh
dlilaknaknmn dndakn perbaikan ssan
Teraedin kamputer dan /atau laptop e a
[ mamvimpd 3 unit, Email resmi perusabhasmn,
iebepon [ e,
A Femiliks kendarnan opemsional lantor

roda 4 nimu kebith aths nama perasabnan

1. Kendaraan operasional tereatas
dalam doftar irseniaria
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S
Ea sarana Irensporias
o transportasi hamslah
merupakan asct perusaliman
atau disews, denpan bukt
perjanjian [KO-THIMINAN}

Memiliia kendaraan operasional lantor
reddn 4 atau lebih alas noma pengurds ntan
pemegang saham yvang diperuntukkan bagi
P rabun

Memidlibd kendnraan operasional kamiar
a2 st lehilh vang dssewn

perdsahsan. Verifkss bukd
kepemililan kendaman opernsional
{BFRE/ STHE /KW ITARS] sura
pErianfian sew)
2. Ml O [Mal| jikn tdak mwmaiils
elemen penilagan,

kandisi lingkumgan yang

[Biruktur bangunan yang kokoh, BMuoshola,
[ventilasl alami (idai-kdst pade péntu, jendola;
[bikcnan permanen] atau boatan [AC), APAR.
sysiem pencahayaan dils=ngapl dengan
punperilali manwal dan fstau otomatis s=ria
ditempatkan pada tempat yang mudah
dicapad, penyaluran air hujan, tedet,
tersedia parkdir, sistem peringatan bahaya,
memiibkE tanarman hiag dengan media pot
memifild tnnaman padn lnhan terbacka,
alur evalcuast, Wtk umpal, smeking ares,
lingkungan yang Tecath, aman, dan higenis

-l

1. Mememihi standard vang
dipersyaratian berdasarioan
prisgRMATEN Secarn Yl dan
auditory,

16 berrsilh, aman, den higenss 1rs,
[DHCMIHAN) Strukiur bangunan vang kokoh, ventilasi 2, “:;:hm H;:: L[l;-nﬂlj!‘.lilkl
akami {loni-ldsi pada pintu, jerdeis; bukaan " AT
pen] atay bustan [AC]. APAR perbalknn sesuai walchu yang
f I [AC], 'm. ditenrukan maka Hikl menjadi 1
pencatayaan dilengkapi dengan pengendnbi (St
unl dnnfotau otomatis serta v
itempatkan pada tempat yang mudah,
eapal, penyalimn e hdjan, bangunsn
Cedung todlet, lngkungan yang bersdh,
aman. dan higienis
IHIH-'.‘EH-IE' hangunan yang kokah, i
Engkungan yang bersth, aman, dan hipenks
U heeriis memitho S0 yang | Struktar organisas: dan
emiliad dari sai kisanlitaa Sumber doya manusia
AL mkm Piemiliki perencannan pengembangan B0M, ) )
0 peliknt meliput] pembinaan peganwad, realkassi don % 1. ¥Yenfikas: rencana
umsi program minimal 3 tnhun kedepan pengembangan SO pang terdopat
dalarm renstraf rencans kerja
perusahaan [RKF] maupun produk
Perencanosan pengembangan A& |emes :I.H.H'I.I'I:,‘ul Perefcanaan
a1 STIN g selaran defigan pengembangan hendaknys mlsnn
T kebuatiuhan operasional dan Memilikd perenconann pengembangan S0M, dengan peravaratan kompetensi.

pengembangan. [COMINAN]

meliputi pembmann pegawak, realianst dan
evnlishal pragram minimal 2 mhun kedepan

2. Tidak taalel Nikai 0 (Nad), Hhka
sudeh dilakukan Hodskan

perhaikan aesund wokin vang




Lemillid perencansan peogembangan SOM,
meliput pembinaan pegawal. realisasi dom
evaluasi prograny

ditennzkan makn Nilai menjar 1

Memiliki strukiur organdsasi lehik dasi 5
(lma) neang yang mempunyvai kompebens di

hidang tour leader; tour guide, don 3
pembimbing ibadakh.

1. Labukan winsriars dengan
gl b [k ey y o pegawni ontuk untuk mengukour
h:'rmm]-! PEFLFT Memiliki struktur organisasi 4 - 5 omng beban leria. Wawancara dilakakany
perusahaan yang memadai RN TR O b i -l h‘dﬂﬂ-ﬂ-mur 2 minimal terhindap 3 orang pegawal

2.2 T h’bﬂ:; e leadar, our guide, dan Flﬂ'rlhﬂTll:ITq thadnh. VHNE q._rﬂlh BECATR ACAlk
atatus felns Dtuaberiboam
m}::namk - 2, Tidak boleh Nidak O (Mol], jika
IDDB.'I.LN.'.Hl sudah dilakiken tmcdakan
perbaikenn sesoml walotu vang
ditenitiilcan maks Nilad mengadi 1
Memilikd atruktur organisasi paling sedildt
3 {tiga} orang yang mempuriyal o peiensd g
di bedrng taur leader, touir gride, dan
pembimbing ibadah
Memiliki pembimbing manast vang telah . :
melakaannkon [badah ueneal haji, toar 2 L. Verifikasi daftar pembimbing
leagler dan lour giide yang selurshoya , manastk din statis
pegawai tetnp dan bereertifikat, kpegwaisnmya melalui perjan|jian
lkeTjn maupun legalitas lninnya
) o [Surat Konorak, Surat
Meemiliki pembinling Pengnngkaian, Peenbayaran BRIS)
ik fitwdad, four leoder,
fowr guide . Dihakrikan . ; 2. Sevtifikat kompetenal
2 2 ; , Memiliki bian manzsik telah
A dm_:u:l. |d-r.'r.|ur_.u.= :rn.rl.:_'_rn'l.u.u.. E. f D'l'lTI-I it mlr: urn.rnh..l'lf:.ﬁnur pembnmbing diterbatkan oleh
Fﬂ.ﬂﬂj:l-:mk:q- dan lninnya Mawtier i Souy gibde ying sebg 2 instansi ataupun kmbaga terkuit.

pegawni tetap dan bersertifileat.

Miemilid pembimbing manosd vang telak
melnksanokan hnji/wmmbh, towr leader dan
fenir guande yong dinngknt oleh pimpinan
P

3. Tidak boleb MNikai © {Mal|, jika
sudah dilakukan dndalkan
periadhadt aembal wakTY Fang
ditentukan makn Mooi menjadi £
iBand}




Tersedia uraian tugns masing-masing
pepawad, dipahanm secams Kessluruhan dan
dilslcsxnalan secora konsesten

Ketersedinnn uratan fugas
pegawal dan fnplementzsinyn

Trerandan liralan tUgas masing-maaing

L. Lihnt ketersedinan
Jalsdesk furnlan ugas masing
masing pepaadl, Lakitkan
wiwRncara dengan minimal 3 orengy
prpawal yang tiplih secara acak

24 mng menjadi dasar pegnwal dipehami selurchnya
pelaksanaan pekerjpan 2.Tidak baleh Milas O (Nofi, jilks
mesing-masing (DOMINAN] sudah dilakukan tirtakan
perbadkan sesnnl wokiu yang
ditentukan maks Nilai menjadi 1
[Satu)
[Terasdia difaigh LUpas iDAATHE-ITRnnE
|pegawal namun Hdak dipahamd seluruhnya
) 1, Cek oetersedinan bukt tertulia
Memilild kode etk don mta teriih, ko etik ftata tertih serta
disuszalisaskan dan dijalankan secars daoloumentasi hukl sosaliaas)
omaisten |tota fdndtar hadir fdistribnies kode
8y ﬁmll o P"‘.‘]"'i‘;g etik].  Uniuk implementas nboskand
! mm[:::,rmmu I wwandcans berhadag 3 orang
Mermaliks loode tik dan tata tertib, pegawnd yang dipilih secamn acuk.
discstalisasian namun tidak dialankan
N i 2. Milai O Mol jfkn I'Jllﬁ..k miemenaki
Memllik kede etk dan tats terih namun i
ik disositlisasdl
L. Cek ketersedinan
rencans f program pelatiban, hasil
yasi eflaifitas peladban dan
Memifiki program pembinann pegawai. |th|:nﬂmtl:l|mp:“$|ihmmm:ml et
I;:inl.l.mmpmg;rmh dan disvalunsi s=rta bcketing/ Abakus/INTA, Seritifiasi
o fesi bire perjalanan/ pembinasn
imterrnl yamng dibukoikan dengan
aftar hadir, mated dan atau video).
Peningknmn kompetens Memilikd program pembinsan pegaasi dan il O (MGl ks tdali meroenuhi
o poEawai untul mendukung reatisani progrnm don dievalunasi, namam 'F;'I!lJHIHH. "
5 polteriaan (KO- Hdale ditindatdanjas i

Furibs i g bl
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Mamnidikd prograen pembinans pegawai dan
realisas program

FIU hones maspo
meesrnjiskkan kemamjpuan
dalam memberikan peloyassn

Kualitas Pelayanan

a1

transparan dan

Pendaltassn pamash umsah

terdnlormenta [DOMINAN]

Terdapat kesspakatan/ perianjian
Iilayvanan perpolenpparaan peralanan
[ibadnh umrnh sesual dengan keteniuan
peratzran perundang-undangon, serta
ditmandatnngami ol=h kedun belah plhak dan
diberikan salinannya kepada jemasnh pada
st pembaydaran

Terilapat kesepakatan/ perjaniinn

pelayanun penyelenggaraan perjalanan

ibadah umeah sesuni iengan ketentuan

peraturan perundoang-uandangen, seria
itandatamgani oleh kedua belnh pihak dan
berilan salinannya Eepads jemash

i puil dbergan batss waldn 7 han setelah

tmnggnl pembayaran

1, Verliknm tanggal pembayaren &
absben SESKOPATUH dan /aiat kwitans
|masual

1 Verdikasx tangguel peanndslangansn
warnt i

3. Thfiak bolelh Milad 0 Nell, ke sudak
pdilakuican Sindaksn perbaikan sesonl
wnkmn yung difenruben mals sl
menjudi 1 Saku)

4, Tindakan perbalkannyo udalsh
Eesinsbikan hahwa scbirih gmash

Tordags! kesepakontan | perarjimm
pelavanan penpelenpgarnan perjalanan
ibadal umrah sesuai dengat Ketentuan
pernturan perundang-undangan, serta
ditnndniangani céeh kedua belah pikak dan
diberikan salinanniya Kepata jemanh
dengan batas waken lebih dari 7 har
setelnh tanggal pembayaran

yang telab mendafinr menandatargnnd
dan menerima salinas simal pejanjlis

T hanya menerima pefunasan BPU < |
bulan s=belum pemberanghatan

1, Cek dalnzmen perjgnjinn antars
Ijnml.uhd:np.n PPIL vang telah
ditandataneani oleh kedun belak
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Batas wakiu penerimasn
pelunasan Biaya Peralanan

PRI hanya menerima pelunasan BRI 1 - 2|

pihak atau kebijakan FRIU perihal
pelunnsan BRI sertn dokumen

lunnsan, DHberiion mal sesuad
32 linadah Umrah [BPIU) (KO- B [l bt pemberanghatan Eaciiime ik g dianiihl
CIORENAN] e
3. Milal @ (Nod) jika tidak memenuahi
|eleriien penibalan.
a FFIU hanys menerima pelunasan BPU =3 -
3 hubsn sebelum pemberanphatan
Therikan = 2 [dua) kali pertemuoan dalam )
A bentuk trcrf dan pralatik 1, Celie buaheri dodoamuectani pelicoasin
i ; himbéngan jemanh wnrak {usdasgan,
Bimbengan jamash umrah B iberikan 2 jdua) knli pertemuan dalam dnfiar hadis, fobo danfatau vides
dilakulkan seilum bentuk feari dan prakiik keginiaz) balle di sebrhos
keberanghatan, di perjalasan ekezrunghknlas, Anal perjakanon, dam
w di Aral Bauddi dengan welimi di Arab Saudi,
: maten yang meliputi
mnnanik, Rl.‘-HJ‘I-IEHL dan 3, Vi Lodlety Nilad 0 (Hofy, jiks sudals
perjalanan umnh o berikan pating sedildt [ {satu) kak dilaloukan indalow pesbadian sesunl
T pertemunn dalam bentule teard dan prakdik wakfu yarg dizentuknn mokn Miki
I i mengadi 1 {Sakuj
mrtesn manasik meliput manpsik umrah; 1, Cek dolumentani pl:_ﬂ.p.ll:mnﬂn
A |heschaian, perintanan, bilkmah, dan figih |mnanik yang meliputi fadwal dan
Palaksanann Hmbingan ibadnh lninrya materi manasik athu vidso mater
umrih aeaiiai dengmn materi msnask aebpat manasi umrah, i
3.4 tiuk stnndard manasik =] kesshatan, perjnianan, dan hikamah fadah 2. Tikak Boleh Nilad 0 (Mo, jika
umirah wodnh dilakulkan tndakan
TN . pemuni wakIL Vang
| AN} = mistesi marsasi mebiputi manask omrah, o lisatilean s Hilai nurgadi 1
kesehatnn, dan perialanin umsah St}
Munasik dilakukan oleh pemblmbing +
A manasik yang telah bersertifikat dan
meruakan pegawal teiap.
Munauik dilskukan oleh pembimbing
B |mannanik yang telah bersertiliat tetap)

hukan merupakan pegawai tetap,

I Verifikasi daftar pembimbing
manasik don stk




Pelalanoan bimbingan
managk dilnkukan aleh

kepegawatannya melall persanjian
kerja meaupun legakitas lninmys
{Surat Kontrak, Sumt
Pengangkatan, Pembayaran BRIS)

2. Beridikat kompetensl

i pembimbing pemhimbring diterhitkan oleh
bﬂflﬂ:\!ﬂ.p!teﬁ. I:L'?UHlt‘EH.NI. Mamnsik dilakiskan mmmmm Imstanai atapun 1-E'I:Ib.|1p terhoit
manazk vang berpengalaman dan ielab : :

C  |melaksanaimn bl umesh yang I 3. Tidak boleh Milai O (Molf, jiks,
merupsakan pepnwal tetap atnu dianplone sudab gilakukan tindakan
oleh pimpinan FRIU peikikian soahl wakiu yaieg

ditsntulean moka Nilai menjadi 1
{Batu}
Terkoordinir dengan baik, ada petugas
khuaua {termasik pemlambing vang
A mendamping selama lsgiatan dengon msio ]
. yang memadid serm mengikuisertakan 1, Cek keteraedinnn program
ke s Arab Saintlserta oo i pecjalanan, Jobdesl untuk tous
selama di Arab Saud| lleader dam surat penumjulkan
14 inrbcnins dieian hadkdan Terkoordinkr dengan baik, ada petugns petugas pendamping.
dilalukan oleh petugas p [<husus [termasuk pembimbing] rang 3 . I
khiusus,  (HO-DOMINAN], mendamping: selama kegatan dengan maso 2. Hiliad O (Ralf jika tilak memethi
yang memadal efeamen penilnian.

C Terkoontinir, tdak ada petugas kinisus 1
vang mendampingl selanss beglatan
Ladwal pemberangkatan ke dan dar Al

& fSaudi sesual dengan yang terter dalam 3 1, ek murnt perjanjinn don Tiket
pUTat pesjangien pemwal pemberangkatan ke dan

| i Ak dari arab sasdi
pemlicringlortac Jos dan darl | 5 ;:L::J;mm;.m s dm:.::;rt dari 3
37 lﬂ:‘ab Suudi sesuai desgan ey p s 2. Tidak baleh Milad O [Nolj, fka
mewn] [IRMIHAN] pran SN ST il pijangian |sudah dilakukan tivdakan
Jndwnl pemberangkatan ke dan dard Arab perlailian sesial wakiu yang
e Saudl mengalamd ik dar auiy kali . ditemvtukan makz Milai menjadi-]
perubahan dnri yamg tertern dolnm surns [Hatui
i 3
1. Cek hukti pemesanan kel
manifest, record perjalanan dan

4  |Feredan pulang dengan Penertangan 5 komitrith dengan milaka

lanpaung

1. Lakukan wjl petik kertersedinan
Lkt ik jamaah omrah vang

rar Aibersmolea




3%

Pergl dan pulang dengan Penerbangan

§ i e oyl el B

1. Diberikan nilai sssandi persentase
terbeans vang dipenuhi olek PPIU

B 1 feabu| kali transt dengan
maskapal yamng s
Transportas Lilkars yang 4. Untuk pembetangkaton vang
38 Illiuudi:n}lun memperhatikan langming darl negasa Lain diteskan
! kenyamanan, keselamatar milad 1
idan kenmaman, |DOMINAN
Tidd=k Teadely Nilal O |Nal|, &
sudah dilakulkcan tmdakan
perhafkan sesusl wakin vang
Pergl dan pulang dengan Penerbangan Aentukan maka MNHlad menjud 1
G engan 1 {satu} kali transét dengan 2 Hatuf
Hraneportasi darad selama di Areb Saueds
Imengrpunakan kendarnan perusahaan
taprikah) beniaia lurang dan 3 takhiin,
A berpendingin udars | nir conditioner),
Kapasitas sesual jumbab tempat dudul, dan
1elah ieenalapaihan g den Pemerintah
Amb Saudi.
1. Cek dokumeniasi perjalonan/
kontrak Bu
Transporias daral yang trarapariesi daras selama di Arad Saudi s
|di=ediakan selama di Arab mengEinakan Hendaroan perusabiaon
Zaudi memperbatilan [syarikah] berusia 3. - 5 tahun, i
33 |eeryamanan, kewdamatin B |berpendingin udara { air conditinaer, imﬂl ﬂmluﬂml“"' e
serta eamanan knpasiths sesuai jumiah tenpat duduk, dan rbaiian el wakii yang
[{CrCaMIREAN) telah mendapatkan izxin dan Pemerintah AlareFiskan roadon Riles secia 1
Arnb Sawudl
B
tranapaitas daral selama di Arab Saodi
menggunakan kendarann perusahzan
e |myarkal], berpendingin udars | air
ditsanit], kapasstas sesuni juminh
tempat duduk, dan telah mendapatican fxin
darl Pemerintah Arab Saudi,
bukti peme=sanan
A {hu:ld.ul.pnjnuk <500 meeter darl Masgidd kil fhantrak bodel  Lakuban uji
Hussm éli Makkah petik tmtunk jurmaah wmrak yang
pkcnn diberangkatkon
_— , bl Nilnd O [Bal], |ihs sudah
Abomodasi di Mokl B ::;I:jdmpn m:nbﬁ:lﬁm mster 4K i KR T Pl ac i
.10 sesual walttu yang ditentulemn

rmmmm

Miasjalil Haramnt di Makicah

ke Hikal menjadi 1 [Satu]




Ji=

hotel dengan mk lebibk dan 1,000 geerilaig)
meeter darl Mas|idlk Haram di Malkdkah dan

ediaban transportasd Wniuk pelakdansan

shalat § waktu

Akpmodasi di Madineh
JICEERIRLAN]

A

hatel dengan jarnk kurang deri 300 meter
arl Masiid Nabawl di Madinah

1Cek bukti pamasanan

hote]/ kontrak hotel, Lakuikan aji
petik unruk jamanh umreh yang
[akan dibsranpkath=En

B

|h-u|:e| dengan jarak lebih atayu samn dengan
meter aampal dengan kurang dac 600
meeier dari Masjid Mabowi di Modinah

Tidak boleh Kilad 0 (Nel), jten stadnh
difzloukan Hodaksn perhalkan
sesual wikis yang dibentukan
maka Milni merjadi 1 {Satujs

haotel demgan mmk paling jauh 700 (el

rafus) meter darl Masjid Nabawd di Madinah

3,12

Akommodag di Arab Saudi
JIKC-DHOBTH AR

|akomodasi Makikah dan Madimah bintang 5

1. Cek bukil pemesanan
hoted/kontrak holel. Lakukan djl
perk uniuk jamash umnth yang
I:udu.h diberarghatkan

alomodnsi Makkah dan Madinah bintang 4

2, dalpm lsal terjndi perbedaan
antara akomodass Makhkah dan
Madinah mako menglooti mikad

akarmadns Makkah dan Madinah bintang 3

{bintang yang ferendah

3, Nital @ Nol) jila tidak memenihd
elernen penilsian,

3,13

Konsums! sesunl stmndand
o, (DEMIRAN

Prasmanan 3 kall seharl, konaamsd bax
selamn perjalanan terdapat prliben menu
{Erddonesia, teraedia makanan ringan damn
coffes ahop 24 jam |self service)

Crk dnkumesasi pemesinan hoted dan
knnsumal. Diberiknn nilai scmam
prracniase e besar yang dipennkd sleh
PREL

Prassmeanan 3 kall sehar, konsumsl box
siladnn perjalanan tenbipat pilihan e
[ndonesin, tersedin mukanan mngan

Prasmanan I kali sehan, konsumei box
selama perjalanan, rerdapar pilihan menu

Indoeiesin,

Tidak baleh Milai O (Rod), jilca audsb

kan tndalmn perbailon
sesuni wakiu yang ditentukan
mnkn Milni menjadi 1 {Satu)

IF:ln].'ﬁnm keschatan

ETLPS P et S

Layanan kesehatn yang difasditns oleh
Teldl darl satu perugas keschatun yang
[berupa penyedinan chai-abatan,
pengurusan jemaab sakit dan menmggzal

1. Cek daftar petugas lesshatan
dalam perjalaman umrah serta obat-
obatan vang disiapkan. Diberilcan




LGSR RS [EEaiu -5

|niai sesund persentass partesar

perelan ghul claia £an Layanan kenehatan yung difssilitas) aleh [vang dipenuhi oleh FRAU
pEngMnEEEn jamanh yang
2,14 iodt s jrpgal sl aans pericgas kesehotan yang beropa =
darr i AraB penyediaan chat-olaslan, peigarisan 2, Tidak boleh Hilal @ (Nol), fika
S PA— emnazh sakit dan meninggal slad alilakowksan tindakan
Zaudi perbaikan sesusi wakill YANE
{DOMINAN] ditentuican makn Nilnd menjadi 1
Layanan lesshatan berupa peoyediaan shal) e
ohdlan, penpunisan jemanh snkdt don
meninggnl cleh PPIL
PEIU membenkan informasi
mengearitinastian dan meminsiliins
pelalmanaan vaksinas seseas kebiniuan
sz::hftamrmrbdnng-undnﬂpn : 1. tiukct] pengumrman dan
|penindiwalin
Pelaloi akaenasi | 2. dekumentasi peiaksanann
AT ¥ sesun
1 keterfuan peratiitan PP memberikan infermaat dan vaksinas
J.15 3 + ,
v pereidang- undangan mengoordinasikan pelaksanann vakiinas !
HD&H[H,:E pirEibal KeLenTiinn peraruran perundang- im‘kﬁuﬂ*‘:ﬂ{;ﬂ- k.
undangan kepadna Jemasah Limdah Iwrhﬂﬁn il
ditentukan maks Nilas menjadi 1
|mary
PRLU memberilan informasi vaksinnst
LT
ketentunn pernturan perundang-undangan
eepadn Jemanh Umrab
Disedinkan asuransl perjalamnn meliputi
s, kecolakaan selamn perjalanan,
kesehatan melamn dipedjalanan, kepastian
keheranghatan dan kepulangan jemash,
kehilangan hagasl, dan repatrias Jemanh
sakit dam jemazah
1. polis asuramsi, stalics
pembayaman serta proses Klaim
asumns jika ada permasalahan.
DHberi flai i tass
Dinedinkan asuransi perjabanan meliput] X WH';E ﬂmm ]'j:k‘;nﬁ'ju
116 Pefindungan dalam bentulk [jiwn, Hecelalman selama perjalanmn, I

msuransi. (DOMINAN]

kesehatan selana diperjaianan, kepastan
keberanghaton dan kepulangan jemash,
dan kehilangan bagosi

2. Tedak boleh Milwd 0 (Mol), jilea
audnh dilakukan tindalan
||1:|:hn.&m Beninl wakils yang

ditentulcan maka Nilai mengaii
(Zatu|




Disedinkan asuransd perjalanan melipait
jiwa, kecelakaan seloma perjalanan,
le=sehatan selama diperjalanam, kepastian
keheranghaian dan kepulangan jemanh,

damaah diberikan identitas
|varg memodad untuk

Disediakan karns pengenal dengan identitas|

lenglkeap yong dicetak dar sistem elektronil,
serta mencantumban identitaz PRI padda
perlingkapan Jemanh Umrah vang mudah
dilihat dan dibhaca, secagam, dan tanids
pergenal lainnya

—

Qipediakan kartu pengenal dengan identitas
lengleap yang dicstak darl sistem elefironik

1. Cek eominh kamy pengsnal vang
diberiknn dan mformasi yang
terbera dadam kart pengoral,

11y membenkan perlindungan : 2. Tidak baleh Bilad O (Nol), |k
Kepaula jarmaah 2 menERntmita identitay FPIL pade sudah dilakukan tindskan
{CHOMTHANY u]hn.td.ap‘:ﬂn‘rm Umrah vang mudah perbaikan seswal waldu yang
B dibaca dan seragam itemtubun meaka Nilsi mengadi |
[Sata)
[rssdiakan kartu pengenal dengam identitas.
[lenghap yang dicetnk dan sistem elekininik
© |eerta mencantumkan ideititas PPIU pada
Jdemaab Umrah vang musdah
dilihat dan dibaca
MU melakukan pengurusan dokumen
" perjalanan dan visa umrah bagi Jemash
dengan hasil penarbitan vian lebih dar 7 :
mth hinri sebebum kfhl!l‘lﬂ,ﬂhl‘.ﬂll 1. Celk doloimentasi PeEngUnusan
tangeal penerhitan visa dan ianggal
= PPIU melakukan pengurasan dolomen i e
By e alanan dan visa umrah bagl Jemaah
2,18 |dokumen perjalonon danvisa) B [P0 P i it o7 7, Ticlak boleh Nilal O [Nolj, jikn
isrisah [DOMIRAR) ““”.*““hllhm B e e audah dilakiban tindakan
W St jp:'rbn.l.hn sesumi wakiu yang
PP melakukan pengurisan dokmen diterizkan maka Hilad menjadi 1
perjalanan dan viss umrsh bagi Jemaah (Fatu]
(4 ibemgan hasil penerbitan visa pada hon
lerberanghatan atag 1 (satu} ko sebelum
eboranghatan
PP memifiki dan melakssnnkain
pengurusan dolumen Jemaah sakt,
X rurtlng;am. dan hilang seaind dengan 1. Cek S0P dan dokumetitas
ko operasional prosedur dan pengunaan dolumen jemanh sakic,
ilnporkan secara elelironik kepada meningeal, dan hil
F‘TM_#H&J;M:; Direktorat Jenderal el o
GHUmen jimagh aak, ;
3,19 S ; - Tidlak baileh Milad O (Nod), il
meninggal, dan hifang selama T melakeanakan pengurusan dokwmen  eciclaty ks Tiradalchs

perjalanan. {DCMEINAN]

hlemnah salot, meninggal, dan hifang

pertintknn sesum walktu yang
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FAIL memitild seandar operasional prosedur
pengurusen dokumen Jeiaah sakit,

meninggel, dan hilamng,

difeniuknn maka Nika menjac §
[Saru)

Pelayanan pengursan

FAU melakukon pengorsan dolumen
leensab yang teykena permasslahan huksm|
di Arab Saudi atau negars transt
berkoordinas:s dengan perwalolon
pemerintah Bl di Arab Saudl &iau negrs
trun=it, perdampingan dan didaporkan
m, eleloronik kepada Direkctorat

1. Cek dokumentasi peogurussn
ifakumen dan statement pelayanamn
mirintras sorta Tiparin
administras pembatalan dan atnu
umen hilang {jtka ada)

2. Tidnk Baoleh Nilni & (Nall, jika
‘wdah dilakulean tindakan

dakimen jemanh yang perbaikonn sesia ‘ﬂ'_"-l yang
a0 terlena permnsalnhan FPIU melakukan pengurgsan dolumen stentukan maka Hilai menjadi 1
DO ARN Tompah yaog terkena permasalahan hibum ntu]
bt Arab Saudi atan negam transit
berkoonlinasl dengan perwakilan
| pemertntah Bl di Arab:2ansdi atau negara
transit dan pendampingan;
PRIU melakikan pengurusan dokumen
llemanh yang terkenn permasalahan hukum
di Arat Sawdi ATail negars 1sanai
betkoordinasi dengan perwakilan
pemerintnh Bl di Arab Saudi atan megam
I!.rlnrnlr.;
I CER DoRurmen Peogapaan |
PRIU wallh mengembalikan BPIL Memanh permchonan peogembalinn dan
eridaflar yang membatalkan ermaah atng kussa jemaak
Eeberangkaiannya setelah diltermng biaya
yung telnh dikefuarkan sesual dengan 2 Cek dokiumen pemganjinn antara
boeteniuan kisrang dar 11 hatf setelah [FFIU dengan Jemah
permohoan pengembakinn, ntnu tidak ada
pemhbatalan dan Jemnah A cek mncian baava vang telah
fdikeluarknn oleh PPIU untuk
FFIL wajih neengembabikan BFIL Jemaal Jemuah yang membatalkan
1zl Il?'emhatﬂn.!l:]'l. lesberanghatan et A et |keberanghotanmya.

keberangkntanmyn setelnh diloarang blaya
vang ielzh dikeloarkan seqias dengan

4, Cek tangpal pengembalian BRI
dar FPIU ke jemanh

beranphatannya setelah dikurng binya
telnh dikelunrkan sesual dengan
ketentuan 21-30 harl setelah pesmohonan

pengrinhalinn

5. Trdok boleh Miled O [Mol], jika
suidah dilakulan tindakoan




PAIU memilid mekanizme, sarana
penyampaian pengaduan jamaah; berits

Cara penanganan pengaduan dan sudah
Kertinslen dijalankan. Sera melakukan
penguikuran kegiasan Jemank secana
periadil

1. Celt ketersediaan mekaniames
anganan keluho, catotan
pengadsan, rencana tndak lasjus
an reRpen erladap
penpoduan fkeluhan.

FEIU miemilikd mekanisme dan sarana

2, Cek beribi afaim pomnganan

Penpelesaian don pongaduan,
.33 andaklanjut kelulan peoynmpaian pengsduan famaah, diser
(DOMINAN] WETAN SR PRl pnet-pecopadioe Ak &, Crk kummioner dan hasil
sudah kevusisten diplonlom pengukuran leepuasan Jemaah
4. Tidak boleh Milad O {Hall, fka
PRIL memiliki mekanisme dan saran ;‘;""1 hn‘"“"‘”““. b
PECONMTRING, DRAJRENI [RRARTE Wi ditentukan mal Miak menjadi T
dengan vrila acare penanganan St
pengaduan
PPIL haris mampn Bisdrm Mansjemen : :
menunjukkan Unaha Memiliki ketersediaan pedamun kerja yang mem?m i“:j._ -
Ermompuannya dalam sanakon secara konaieien, dan herfalon sertifficat yang telah
BiElEm mana e Lanha meeemralliki aeriEilest (30 9001 dari lembaga dien B
yang hatk |good corpome imrurdina pednmian Jerje ‘ang terakreditnsi KAN verst terbans yang
ORI yung jefans dan penernpan wstem masih beriak 2, Mebihat konslatensd pegawal
4 IANRjEHED yang berorientda dalam melaksanakan pedoman
Il Fvie mutu pelmymnan dan Memiliki ketersedinan pedoman kerin vang Jle=Tin
peningiatan berlelan|sian )
[DOMINAN) dlhl-ln_uu.h.n secara kanaiscen dan e o S
|memitilc sereiflat IATA : ; il O Pl
Jowdah dilnkukan tindakan
perbaiknn sesent wakin vang
|Memiliki ketersediann pedoman ketia ientukan mslca Niak menjadi §
Satu)
Ketersediann sistem adminlstrasl socsrna
leltranik
Tikak boleh Milai O {Nal), jiks ssdab]
tersedizan sistem admindstras secons dilakubnn tindalcan perbailen
47 Terssitionyn aisiem sdminisrrasi nan-tlektronil dengan mass retensd 7 acEial walttu ving ditcatuban

pooaaimas)

[tahusm atau behib

mnkn Nida menjadt | (Satul,
Diberikan nilad sesuad persentass

Eeterssdinan sistem admintstrast secam
non-eiektrontk dengan masa retenal Kursng
darl 2 takiun

tertatanar yang dipenuhi aleh PRI

Pelaparian prerive | en g asn
pesfalanan smrak seents teal
tmme melnlud sistemn pelaporan
elelnFnnd

Pelaporan keslapan dalamen
pemberangieatan (tked dan vima] T han atow
lelsih sebelum kebemnglentan

ek stmtem pelaporan elektronik
melalmi wjl petik.




4.3

KF

JUEC CEOMIH AR,

Milad O (Mal} Jikn tidak memeruzhs

Pelaporan kessapan dokumen :

pemberanghatan (tiket dan visa) 2.6 hari 2 AR FH AL, NS R: A

eeiielumn Beberangloian SERLIAL perseniase lerbesar yang
dipeiiihd eleh PPIL

Pelaporan keslapan dokamen

pemnberangkatan tiket dan vies) 1 bori 1

jeebelum keberanghatan

44

Hitamtzn terhadnp pelaporan
|pendofiaran Jemash
IR MAN]

Leennaly vang sudeh mesdaiar dilaposioan
|FPIU ke =tatem pelaporan secars elektomnik
1 Tard setelah BPIL disstarkan

IC-:'I-L ginldim pelaparan elekrrenik
mekalol wji petik.

Llecniah yang sidah mendafsr dilaporkan
|FPFIU ke sistem pelaporan secira elektommik
2 i setelaly BPIU disetorkean

[ Tidak Baloh Midai O (Ned), jiks sudakh]
dilakukan tindakan perbaiksmn
IHl!IJEd wHKIY VaRE ditentuknn
maks Milnd menjads- 1 {Sata).
Dielseribiai: niilad sfsud] pressniass
terbesar vang dipenuhbi aleh FFIL

LTemmaal yang sudah mendafiar dilaporisn
PP ke mstem pelapomn secara ehektromik
paling lambat ¥ har setelab BPEU
nhisrtorloun

4.5

Eetnatan terbiadap
pendafiarn | pelaporan
prmbiakian cabsng
DO AN

Pembulsan cabang dilusar desmssili
perusahanm dilaporkan secora elelctronik
lewrang dari 1 bulan sejak pendirian cabang

a tdak saln pembaikamn cabang dliaar
domisill perisahamm

1. Dekumentas) pendirian cabang
dan lampizan NIB yang diterhitkan
088

Peminikaan exbang diluar domasill
perusabaan dilaposkan secarm elokiromik |
aampai dengan 2 balan sefak pendinan
calang

|2, Tilak baalels Milad O [Mal|, jiea
sudnh dilnkuknn tmlakasi
perbatkan sesual walko yang
ditentukan maka Nilal menjadi 1
(Satu). Diberiknn nmilai sess)

Pembukman cabang dilnar domésili
perusshnan dilnporkan eecar slektrank
lebib dani-2 {dua) bulan s=sak pendinian
icabarg

=

preasniase terbeanr yang dipenuhi
oleh PRI

4.6

Ketantan terhadnp pelaporan

srsanan pengurus
rerizahaan {CMINARN]

Perubahan domisili, pemegang saham, dan
insan persgru s dilaporkan secam
Jektronik kurang dari 1 bulam sajak
perubahan stan tidak ada perubahan

1. el alde perubahan domikill,
pomegang sakham, dan ) s
BUBLUNADR pEAFURIE perutahaan
tertiary

Ferutahan domisil, pemegang saham, dan
o penigurus dilapoikan secans
1 sampal dengan 2 bulan sejak
terjadi perubahan

2. cek isEn uasha perubahan yang
dile=lunrkan 0358




n

Perubahon domisil, pemegang saham, dan
susunnn penguras dilaporkan secasa
elekronik lebdh danl 2 bulan sampai dengan
3 bulan sejak tesjadi peribakian

3. Tidak boleh Milal O [Nok), [
sudah dilakuknn tindakan
perhaikan seasnal waktn yang
dizentukan maka nilad mmenjedi 1
[Eaiia],

&  JBPIU i dimias hargn referenai
Tidak boleh Milai 0 {Mal), jika ssilals]
dilaknian timdokan perbaikan
PR melaparkan scars teriulis BRI vang souuAi Wkt yang ditentulan
a7 Eetanian terhadap pelapooan B dibawah hargs referensi sebelum In'l.u.'lr.u. Milei memjadi 1 [Sata|
. B (DOMINAN] memasrkan program b Ponilaian terhadap hargs referenal
3 tnhan terabhar. Diberikam rolai
| persenitase terhesar yang
Jdipenubhi oleh FFIU
PRI melaparican secans fermylin BFILT vang
[ dibawah hargs referens setelah
mEmASATHAN PEGETRE WAk
Melifal keternediann modal setor
dalnm akta
ang telah mendapatkan
A ]l.ﬂ'ul:l:l.l st dam saldo laha lebdh dar 3 pengraakian an
ool e ditambakkan dengan =aldo aba
vang terdapat datam SFT thunan f
heaail audit Rlanian publill hagan
Kbersediaan modalf jumlah ehurian.
ekurtas dalam beniuk modal
a8 seinr madpen saldo laha
vang diesiliki PR dan terbers Tichak Balel Hikal O (Med], jika sudahyd
[iDCMIAN) dengnn 3 mibvar sesuad walitn yong ditenbekan
maka Milad menjadi 1 [Sat).
c Modal setor dan saldo lnba 500 juis sampai
ifempan Kuirang dan 1 mdlyar
Bemilikd laporan keuangan selama 3 tabon
A terakhily ying dinudit alely KAP yang
Akuntabilitas kKeusngan yang temiafinr di Kemenkeu dengan opini WTP Tidak boleh Nilaz O {Mol), jikn sodah)
direfi=ksikan dalam bentuk dilakukan tindakan perbalkan
PHEFHER, MRLENID Baparan sesual waktiu vang diteninkan
keuangan [DOMINAN] Meerrriliki loposan keunngan selama 2 tnhun Im.nlr.n Niksi menjadi | {Zatua).
4.9 B Il:a'al'hi.r voang diandit oleh AP yang

terdafiar i Kemenhen dengan apini WTF

Mesraliki lagoemn keangun sélama | tabiun
terakhir vang terakhir yang diaudit aleh
KAP yang terdaftar di Kemsenkeo dengan
Il:j:lﬂ'l-i WTF




- a.
Uang kas dan saldo rekmming

biayai cperanicnal
legiatan dan ditnmbah yang

Unng kes dan saldo rekenmg bamk Jebih
dard T5% darl BPIU vang sudah-disstorkan
[ermank

IHialouknn pengeceiknn terhadap
uang ke dan meheniing Atas namn
PRI selamn 3 {tiga) bulan tesakhir.
Termannk vang telah dibayarkan
untuk keperlian perjalanan ibadab

leperiuan parpalanan ilwdah |umrah
umrah
LA L]
|Unmg s dan saldo releening bank 50%
{DCIMIAT) sampal dengan 75% dar BRIV yang sudah
disetorican Jemaah
L} i 5 ji
Uanig kas dan salde rekening hank 25% :"‘k Eﬂ”;'ﬂ“ﬂ '"“"1 -‘.'E:"“m"
s d:nju.n 49:i- dari BPIU yang sudak semial wakc yakg ditsoiiuian
BRIOTEAN /T maka Mial mendadi § [Satu].
Rumus msio lancar sdalah
| Ensio lancar Jebik besar dar 186% Aser lancar fkewajiban jangks
pundek [curment liabilives).
Kemampuan dalam
rsermenihi Kewapiban jangha Rasso lancar 100% aampai dengan 126%
411 pendek dengam menggtnakan
’ likuiditas yang terneding dan
ireekalloan dalam benmubk
rusa lnncar [DOMINAN] Tidals baleh Nilai 0 [Nolj, jika sudahd
= ; dikakuinn tndalmn perbaikan
Rasso lorvcar 0% ssmpal dengan 09,00 meaiani wakiy yang ditennilan
|makn Milas menjadi 1 {(Satu).
- Total utang ditiag total asset = DAR
Kisnamipian Salam i fietst i Anset Razin).
memenuh kewajiban jangha
pendel dan angkn panjang
dengan menggunakan
) seluruh aset [DOMINAN] Pk f3e L
LR

DAR lebih dari 100% sammpad dengan 200%

Tidak boleb Milsi 0 [Mol), jiks sudahg
dilakoakan tindalan perbaikan
gesuni waklu yang dibentukan
makn Milar menjodi 1 (Seau).




BFIU karus disobarkan
kedalam

Rekening Penampingan PRI

pada BPS atas nama

Lremanh Limaakh (EOMINAN)

BPIU disetarkan ke Relerning Pennmpungan
FFIV pada BPS secara real time atuu pada
hari rang sama dengan emaak membayar
kepada FRIL

1. Tanggal s=tor BAU lo= rekeming

BFU desetorkan ke Reloening Penampungan

PENAMPUngAn
2, Tanggal kwitans pembaymran
emanh ke PEIL

slemanh atan jemanh membayar langsung
loe BPS Bipih Khumses

4,13 B PFIL padian BPS | [saiu) gampai 3 {tHga) hari 2. Tidak boleh Nital O0fNal), jEs
setelah jemanh membayar kepada PRIU siidah dilakukan tindakan
IFEr'huiInm:l. sesunl Wikt yang
ditesitulian maka Nital mengadi 1
[
BPIL digetoriknn ke Rekenkng Penampungsan
L= FFIU peadda BFS lelah dan 3 |tige) hori
wetelah jemanh membayar kepada PPID
Ketantan [wporan penyel orarn
REILT ko atsem elektronik (K laparan penyetoran BPIU ke sistem
DCOMINAN & |etektronik | hari kerjo set=lah menerimn
setoran BRI
1, Tangead input pembayaran BFTU
ko Biskopatuh
b | trunsaksi ta
it laporan penyetoran BPLU loe sisbem Mﬂﬁﬁmlh HT;R:: i
B ktronik 2 harl kerja sételah momrrma v HE pe Jmgan
RV RRET T 3. nilai © o] Jika tdok memenuhd
penidaian
laporan penyetaran BEIU ke séstem
a romik 3 hasl kerfs aotelah memerimn
#edodan BPIL
FIHE haris mampu Kunlitas Pelayanan j_hrmuum@mtﬁmmhﬂdm
menunjukkan kemampuan PFINK memilikt perangkat yang terkoneloe konelsd intermet yang terhonelosl
"l‘“‘l Tyt dengan Siskapatul/Siskohnt, SOM yang dengan Siskopatub/Siskohat,
A FEng & (Ehusis menangani peodafiaran haji 2 Wawancara 3D pendafaran
suiah ditentukan khusus don menmiliki sistem apliical hagl Khusus
pendaliaran jemsaah hiaji khusus yang 3. pEnkes M!m Hplakaul
Pelayanan pendeftaran yang torkinebesd dengan Sisloopatuh [Sigkahar pendaftarnn haji khusus vang
51 terkoneksi dengan huw_ al ﬂ:r_mnn
Siskopatuh Siakokl Hiskopatuh f Sishahat
[emdiian) PIHE memiliki perangkat vang terkomelsi 4, Tedak holeh Hitai € (Mall, jda
B denygan Biskopa tub /Siskchat dan SDM sudlah sdilakikan tndakan
yang khusuis menanganl pendafiaran. kajd perbaikan sesund waktu vang
khnwis diteniukan maka Nilal menjod 1
[atu]
e FIHK memilild perangicar yang terkone ko
denpin Siskopatuh /Slakobs
FIHK mendafirrkan dan memhbayar Bipih
Fhusus kurnng dar 15 har setelah FIHE . periksa tanggal terima diokimen
A |menerima delogmen dan pembayarn dari pendaftaran

2. perikesa tnnggal kwitansi
pembayaran dad jemesh ke FIHK
., = i ,
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pendaftaran |{Dominan|

Kunlitas kecopatan polayanan

FIHE mendaftarkan don membayar Bipth

Ehuaia 15 sanmipad dengan 25 lari sebelah

FIHE menerima dokumen dan pembayaran
Jemaah

AR LR R ) b
pembayaran ke BPEH
4. Tidlak bedeh NEak O (Mall, jlha
sudah dilaboskan tindakan
perbaiikan sssusd wakiu yang
ditemtukan maka Nilal meangedi 1

FIHK meendafiarkan dan membayar Bipih
Khusus kebih dari 30 hari setelah PIRE
menerim dokumen dan pembayaran derd
WJETriAz

|Satu)

Zetoran Awal sesuail dengan Heputusan
Menner Apaamsa

Setoamn Awal sesial dengan Kepulliann

Wimlah Pembayaran Awal B [Menten Agama ditcnmbah paling hanyak &% 2 1. Perikea nomina] kwitans
53 kepada FIHK sesual dengan dori nidal setoran awal Bigih Klhuaua pembayarnn dan jemanh ke PIHE
Y Reputusan Menterl Againn 2. Malad 0 [Mod) il tidak memenuhi
(K- Doeninamnd elemen penildan
Setoren Awal sesuni dengan Eeputusan
o (Menteri Agama ditambah lebih darni 5% i
anmipas dengan 10% dan nilad setoran pwal
Bipih Ehusus
Llemmaah mendapathkan nsli 3PH, ash Bok
1:511:!1'. dan surat kesepakatan { perjanjian
pelavanan penyelenggaraan iDadah e
A (b akis seadiad dengan Eeberituan a
perundang-undangun kepada jemazh
lurang dari !!:l!;:lnd'lﬂ'hﬂlh targEal 1. Periksa thnggal tanda ierima aall
PR, oo TR A 8PH, mali baikti setor, dan surat
perjanzian
Jemaad mondapathan asli SPH, aali Bulkt 3. Perilown tnsiggal pembayirm
- Bipih Khisis dari FIHK ke BFEH
mebor, don sumt kesepakatan / perjanjian 3. periksn kesesunian isi surst
Pendaftaran jamaah haji pelayannn penyebenggarann iy haji peganfian dengan standar sumt
5.4 Fhusis transparan dan B |Khusus sesual dengan Ketenbusn peraturan 2 peRAnAn dalnm Ketentun
terdabumentan {Cominanj prrundang-undangan, dengan batas waltu %, Tidak boleh Milsi 0 [Noll, jika
15 sampai dengan 29 harl setelals anggal ; ,
pemny Lot BFKH sudah dilakuknn trdakan
e paran perbaikan seauni wakiu vang
tulenn mska Wil menjads |
Jemanh me+03 1 10ndnpatkan asli SPH, ashi |Satul
Hukri sedor, dan surat
kesepakmian fperjanjian peloyaman
o |penwelenggaraan ibadah haji Khusus seauni 1
ilengan kelentian peraturan perundang-
undangan, dengan batas wakr lebdh dar
A0 harl setelah tanegal pembayarnn ke
BPFKH
1. Perllsa data pendadtaran o
WJumlah pendaftar Jemazh z mendafiarian lebih dar 225 jemmah 3 JHBF;m‘H’AT
58 Hugi khusus dalam 1 siklus - mendafarican 46 sampal dengan 325 2 2. Hilni O [(Mol) jikn Hidak memenuhi
’ serTifikan miaw 5 abun eenasl elemen i
[Dommsinnn) : A, Tidak baleh Milad O [fal), jia
c memntlaftnrkan | s=ampai 45 j=mankh 1 siadah dalaka b tindakan
Juminh rata-ratn jermanh i T WD G0 2 1. Berikaa data Pemberangloatan di




<l
vang diberanghatican setiap

msinlerangkation 45 sampni dengan 90

BIZKOHAT atay Ehajj

38 lahiinnys B liemaah A 2. Nilad @ {No¥) jika tidak memenuhi
Kio-Diominan| lemin penilaian,
{ T |memberanghathan kurag dan 45 jemaah 1 s
Jemmaal Higi Khusus dibernngkatkan
setelah melunasi Bipih Khusus, masuk i perikna tanggal pendafearan
n dalam alokasd kuota tahun Terjalan dan 3 7. Fﬂ“*lﬁ. WI_ pelurmsan Hiﬂh
leksily copai dari remcans jadwal Elkimin
keberanghainn 4. periksa rencana jadwal
: : heberangkaian jemanh foek 8
hetepatan waktu Jemnah Huﬂ: Khursus diberanghkaiian Sinloaking}
5.7 memberangicatkan jumanh wetelal melunasi Bipih Klhiusis, masuk 4. perikan realisasi keberangiainn
{Dosminany B Lasinen sloknai Winita, tmbian Tesjalas dis e wan '
sesuai dengan fadwal keberanghatan 8. Tidak baleh Rilad 0 (Nol), jilos
Jemaah Hagi Khuses dibsrangknthan sudah Muﬂ. ml
sedelah melunas Bipilh Khussa dan masuk dF_ﬂ hnﬂunmmuu Hikai :'“'E_ i1
C  |dalam alekasi kuota tahun berjalan atao 1 IEMIMI: R K
FHK yang belum pernah
membrrangkatican
Drsediaban Culang, knrty tdentitns {nmms
jemanh, noma PIHE, nomor telepon pehegan
PEHK di Aral Baiedi, naime dan alodnat )
A hotel, dan Nemor makiab di Arafah dan 3
Mmna), seragum FIHE dan perbenglapan
Mentiins laininys aviars huin berupa peladg
GPE, sarphane bhuetosth 1. Pariksa Oelang dan kartu
wentitns
damanh diberikan dentitan 2, perilces seragam PIHK
yang memadai untuk DHsedinkan gelang, kariu identitas inams 3, Periksa perlenpkapan lainmnys
5.0 memberkan perlindungan » mamn PIHE, nomor telepon petugas 4. Tidnk boleh Milad O [Mol), fka
kepaia jamaah 1] PIHE di Arab Saudl, nama din alamat '3 audah dilnkuian wndaknn
[Cominanj hotel, dan Momor makiab di Arafal den perbaiknn sesal waki vsg
Mina), dan Seragam PFIHE ditemtuban maka Milnd menjodi 1
[Hatu]
Disedinkan gelang dan karty identiias
[Aama pmanh, nnma PIHK, nomos telepan
e petugas PIHE di Arab Saudi, nama dam 1
mat hotel, dan Noimbor imaktab di Acalak
dan Mina) ofou PIRK gong befum permah
pengurusan kontrak lnFanan di Arab Saudi
A [diaksanakan lebdh dard 14 [empan belas) 3
har ssbelum keberanghkatan
Kecepatan waldy pengunisan |. Perikan iangeal Surml
X5 kentrnk kayanan di Arah pergunisE Kontrak yanan Jf Araly Saudl Rekomemdasi Pengurusan Konkrak
Saudi B dilaksanakan 7 (iujub} snmpai dengan 14 4 Layanan
{Ko-Daminsn] fempat belas) hori sebebum keberangkatan 2. pevikes AAngRal peenBEYEraN
kootrak lavanan di E-ban

L]

porgeriasn kontmk Eyvanan doArah Saodi
dilakzanalan kurang don ¥ (tujub] han
sebelum keberanghatan

A Hikai O |Bol] jilken tidak memenahl
dlemen penilaizn,




FHE melakikan pengurusan dokumen
perjalanan dan visa hadl hagi Jemanh
dengan haail penerbitan visa 15 (lima belas)
sampai dengan 21 [doa poluk sam) ke
srbelium keberangkaran

FIHK melakukan pengurisan dokumen tl Ftr&n.u.l i s ];!E:f'ﬂm -
perjalanan dan visa haji hag Jesmad EHNREMYY
Pedayanamn Dirbctimesn g | R it vika 7 thufub) 2 3. Tidek baleh Milad O [Mol), fka
5.00 mmdMMJﬂmﬁ hariad den 14 {empat Reaid sidah dilakukan tindakom
{Clominan) e hﬂm&n I perbadkan seswal wakity yang
- diteniukan makes Nilad menjadi |
{Batu)
FIHE melakulkan pangursan dokumen
perjalanan dan visn haj hagl Jemaaly
€ |dengan hasél penerbiian viss ksrang dori 7 1
{tujuh) b sebefum koberanghkaian afog
PIHE yang beliem pernah memberanghation
mater melipun Ghik hagi den ummbh,
kehijaknan pemerintah dalam
A Peryelenggarnam fhadali Hagi Kb, 1
hikmah hagi, hak dan kewajiban jemaah
haji. adnt istadat Arab Saudd, dan bahass
1
Assly dan Tngsris 1. Periia buky panduan
mnter meliput fikih haji dan b, Ebmbm:m mEARAATE g
kehéjakan pemeringah dulam titertritlaan oieh FIHE
53y |Muten bimbingan manasik B |Periyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, 2 2. Tidak boleh Nikal 0 (Nolj, jika
ihadah Tekji {Dominun) hilemah haji, hak dan kewajinan jemaat swdah dilskukan tindakan
i, tradisi dan aday istindat Armb Saudi perbailcan sesund waldu yang
fditentukan maka Nilai menjadi 1
maters melipuet fildh haji dan omesh, [LTLETH]
hebipalan pemerintah dalagm
¢ |Peovelengmarain Thadah Haji Krusus :
jemanh hap ataw FIHK yang belum permah
memberangkatikan
4 felua pm mﬂhm.u;?::u g 3 1. Periksa Jadwal dan Dokameniasi
Blmbigan Marsik oo 2 Tiak ey N 0 ol i
51g (i Khusus di tanah air blmbingan teord din ik letrih dari B0 miachal diatiih h;ﬁn“ )
- s
(Darimirmin) B [dua pulub] sxmpsi 25 (dua pulub Hea) 2 prerbatian sesual wakty yRng
—— - ditenitikan maka Nisi menad 1
bimbingan teoni dan prakik 20 (dua puluh) {Entuj
€ |jem atau PFIHK yang Belum pemoh i
BBtk
a  |Pembimbing PIHK sudah bersetifikat dun 1. Perikan sertifilkat pembimbing
meerupaban pepawai tetap PIHK {Ebacdah hajl

Kualifkasi dan Kompetens

Pembimbing FTHE sudah bersertifikat

| i e peg e IO

e

2, Perikes asisml ponganghatan
sehagai pegawad tetap




|Pemticbing Fradisk

: 1 Telph boleh Mia O
{Ueminiand l Vet smmrangan yang meTnill. paogstara, mm.ﬁ..-.m.i"f." =
| e L amaddear, Thedda® b dan dlanghar - ki
aleh palispuiain FIHK  aisi FIME yang belias - m::ra- reu
grminhi @rml=ianghaman L= e :
sk phar Grieh dan & jsren] balin
i b ik kit dnighainn, pasa
dar s Brpuk
1. Peiikas jad wed dan defmmiae
Poliknar s Pakbibigan ;l:-lh‘-hhhll-hﬁuq.nﬂln,:l- h.:l‘
M e v ik s v ey -mu._m'&-f.“m
prvbaabis e e in pang
i namabisin ¥ gl s mcbatiom I
X = Lk L |
b Perikis bl wdl dun delcumamas
B sier biniagan [T .m. :
hifk 2 Bk
B lrem : v
Hher| 3 Wik O Jided] s txlak memmans)
E ot
|Pon.—|}d-d-|_.mmu
Maniii bandisigun presalasan ] =
R Hgt Feribia buki prdsnan
P L ee— analidan ruaak hag
A Pkl 0 (ol s tedak sesreniia
rlraen prrdlasn
jreniss penamgusy I Péitkns imarsf=wi Priugas vens
g — ek b
—uia ;
s e Trluk bainh Fidad & Fal] fla
. A h-hﬂ&u—um
virularga FRng
HomaTarisd miks Hiles jadi |
Ve
i B
L FYR T RTR
I o S e
i A Titaks alih Sile & ed], jica




(XL RN L e T uu.-.urn.lu.llu.n.ﬂ.ﬂ" F [ERRFRTET T TR -llll:\:l B Ay el
S8 |enyamnan, keaelamatan : audah dilakion tindakan
dan keamanan {Dominsn) Pergi don pulang dengan Penerbangan 1 perbaikan sesunl walitu yang
c [aatu) kali transit dengan 2 maskapsai afau ditentulan moka Nilai menjadi 1
PIHE yang telum pernak [Fatul
memberangiatioan
transportasi doo sslama di Arab Saodi
menggunakan kendarnon perusahiaan
{Bvarikah) Beruala kurang dani 3 @mhun,
A berpendmgin udara (air conditiones),
Vapasitzs sesuni jumiah tempat duduld, dan
telah mendapatkan kin dan Pemerintah
Arnh Sansdi.
tranapo darat seluma Sanedi
Transportasi darat yang mm‘l.ur:‘h.n kendaraan :lr”u.:hm . Perilcaa Kontrok Bus dan
disedinlan selamm di Arab [mvarikah) Biraia 3 - 5 tahun, Diokumenisa o !
Sauds mempertiatian B berpendingin udarn {air conditianer|, 2, Titak boleh Milnd O [Nol), jlka
519 keryvamanan, keselamatan kenpasitns seauad fuminh tempat dudulk, dan sudah dilskukan tindakan
sertn heaitanan telah mendapatkan izin dari Pemerintils perbalican sesuai waltu yang
{Darminan) Arab-Saudl ditentukan maka Nikai menjadi §
{[Batu)
transportasi darat sslama di Anib Sagdi
mengguaakan lendarann pervsabasm
{syarikah| berugia lebdh dan 5 tahun,
o [perpendinga udara [air camditioner},
kApasites sesual jumloh tercrpat duduk, dan
telah merdaparkan zin dar Pemerintah
Arnb Soudi atau PIHE yang belum permah
membernnghkatican
#, Tidak menggunakon apartemen ransil 1, Periksa Eontrak tramkporias
dAnsal
Penyotiann transponns darat selnms :
i B |tinggal di Apartemen transit minimal | ﬂ.Pu-ﬂnmﬂ::“pumdum
Penyediaan crensportasi di {satu} kali dalacn sehar IrAnSpartasi _1:] [-I.ll'lm_
5.0} Apartemmen trenait ke Masjbdi — 3, Tedak boleh Nilni 0 [Nal), jika

|Haram {Dadmnnn)

]

Penyedinan transpoetani darat selama
tinggal dr Apartemen tracsit achanyak 1
[madei) ksl aran FIHK yvang belum permah
memberangkathan

mudah dilakukan tindalan
perbaikan sesuni wakiu yang
diteniukan maks Nilad men i 1
fSatup

5.21

Akcenexlast di Maklah
{Craminany

hotel dengan jarak <400 meter dari Manjdil
Horam di Makkah

sampai dengan ksrmng derl 1000 meter dan

[hn.m dengan jarak lebib dam 500 meter
fnajidil Haram di Maddah

1. Periksa Kontrak Hotel dan Jamak
Huaiel tersebut foe Masjxlil Hasam
3. Periksa dokumentasi

3. Tidak baleb Nilai O (Hed), jica
suclah ditakukan tindakan

hietel denigan jomk paling juuh §,000
[meritiu] meter dan Mansjidil Haram di
PFnkkah atsu FIHE yang befum pemah
memberanghkatkun

siauAl waldu yang
ditentuknn maka Nikal menjndi 1
pEEERE

hotel dengan jorak kurnng dad 300 meter
dari Masjid Nabawi di Madinah

1. Perikcnn Kontrak Hatel dan Jamak




lintel dengan jarak lebih dani 300 meter
rampad dengan kurang der G00 meter dari

Hiobed bersetaan Ke Masjidil Harsm
2. Perilksa dolumentinsg

Alomodast di Madineh 4 i . 3. Tidak holen Nitai 0 |Mal), ke
5,33 Dok pnagid Nebawi di Madinah int dilakoukai tisidal
perbaikon sesuad wokiu yang
hetel dengan jarnk paling jouh 00 (ujeh [ditentuban maka Nilai menjadi 1
ratus| meder dasi Masid Nuhawsd di Badinal [Satn|
wtan FIHK yang befum permah
mernberungiatiomn
I. Perlksa Kontrak Hotel dan
{mbkomsdasl Makkab din Madisah bintang 5 iterin Herded
¥, Milal 0 {Mol) jika tidak me=menuhi
o . lemeen peribaian
533 r'**mfﬂ“ R B akomsodanl Makkah din Madinah bintng 4 1. Tidak boleh Nilai 0 {Noll, jika
HCII R ! suslal dilakukan tndakan
akomodasi Mekiah dan Madinah binteng 3 pirhaicn. mpsisiac. Wit yang
atay PIHE vang belum permah ukcan maks Milad menjad 1
memberanghatkan s
3 akmn Transit
AL t Dibuktilan dengan Kontrak
Apartemen Transit di Makiah berpendingin T —
Kriterin Alomodani tramsit o raangan yang disl kurang dan 4 Jemaah El‘- Milai 0 {Nad| jiln tidnk memenahi
Mekioah sesuai dengan elemen penitaisn
324 permbumn periindang- . 1. Tidak bofeh Nilai 0 (Mol], jika
Apartemen Tranait dl Makiah berpendingin . ]
urdargan (Damman rung Saig diis PAHRE Barysk 4 sudah dilakukan tndakan
\emnnh, kecuali dengan perjanjian tertulis perhajian sesiini wakiu yang
anitarn FIHE dengan Jemaah atas PIHE [ditentulan maka Nilai menjadi 1
yang belum pemall menberanghaiian e
T TR TR TR R
Tidnk m-mmu.nnlln Apartemen Trangit Apartemen Transit Saih
- dokumentasi
Wakou pengRunaan Apartemen branst digunakan Kurang darl 3. Ticlak boleh. Niai O {Mal], jika
535 Aparicmen Transdt {Dominmn) 10 her beriurut-turut sitdal dildkulcnn Hndalan
Apartemen transt digunakan 10 - L5 han perbaikan sesund waktu yang
berturut-turut atau PIHE vang Belam leams mate Milnd adi f
dieni menj
pernah memberangkatkon A pal
Akormsdani pang berpendingin mangan
disertai dengan pelayanan konsamsi menl
malkanan Indoneaia secara prasmonan dan
Terdapat miniman (teb, ko, guba, air
panas| makanan ringan dan baah selama
24 [dum pslub empat] jam,
1. Periian kontrak layanamn di
Akomodaal yang berpendingin ruangan Mazysir :
i . discriad dergan peliranan konsums meny 2. Periksn Dolumentasi (Fols dan
MaRykl makanan Indonesin secars prasmanan dan Video) di Masywlr W=
B3 | minan] Terdapat minuman [teh, kopi. guls, air 3. Tidak baleh Nilal O sNall, |

pamtas] selama 24 |dwa puloh empat) jom

sudah dilskulan tindakan
perbadkan sesum wokin yang
diteniukan maka Milal menjodi |




.

Akomodasi yang berpendingin ruangan
disentad dengrn pelayansn kenaumal secarm
prasmhnan alas sesuai dengan ketentuan
Pemermitah Arab Sawdi dan Terdapat

24 {dua puluh empar] jam atan FIHK yang
befium pernnh membsrangkatlan

mifnuman jteh, kopd, guls, air panas) selama

feaku)
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Rerata Magsa Tinggal Jemaah
i Arab Soudi {Dominan)

eurang dard 20 Han

| Dibuktiicin dengan Jadwal
IF:rjqum PIHE yang diserahlcan

|20 sampai dengan 29 Han

ke Kementernan Agastis
2. Tidak bodeh Mifal @ {Nol], jdka
sudah dilakoukan tindakagn

pabiag lwma 30 Hart atas PIVE yang belum
pemoh memberangkatkan

an sesusl wokio yang
ditentulean maka Nilal menjadi L
(Satia}

Konsumai di Mekiah dan

Prasmannn -3 kali sebar, kopswms box
selamn perjalanan terdapat pilthan menu
Indonesia, tersedin makanan fngan dan
cnffes shop 34 jam {self serdce]

1. Cek dokumertasi pemesaran
hotel dasn kongsumsd. Diberikan

Prasmanan 3 kali sehard, Renaims box

milei pesun g eenTARs TErbesar
wvang dipenuhi oleb PFIHK

: 3. Tidnk Balel Kilad 0 [Nol), jika
528 |Madinah (Damsinan) B |sctama perjalanan terdapat pilihan meny i
Iridoribis, LTl eakamnne Angao perbadican seannd waktis yong
ditentizkan makn Nilai mengacd 1
Praamanan 3 kall sshar, konsumsi box jiSatul
C selarmn perjalanan, endapat pilihan memu
Indonesin atau PIHK vang belum pemah
memberangkatican
Lavanan kesshatan benapa tersediamya
pelugas kessluatan, obat-obatan, sern 1. Periksa manides petugns
A pengurssan jemaah sakht dan meminggad, | esehatan
pemesiimann kesehaian, dan 3. Periln daftar chat vang dhiwa
Pelayanan keshatai mengkoardingsilan vaksinaal 3. Perikma foto/video pengunassn
sebelum leberamgkatan jemanh sakit dan meaingal
samipai Kesnball semuml B Layanan kesehatun beraps erssdianys 4. Periksa foto/Video pemuiikasan
yaitu bimbingan kesehatars petugas kesehatun; obat-obatan, seria
529 dan vakainas, pelayanan B

rawat julan dan rawsl inep,
Dibulkdikan dengan program
Hesehatnn dan

dakumentasirya {Daminmn)

pengurusan jemaah skt dan meninggal,
dan pemenksaan kesehatomn

5. Periksa fotay'video pelakaanaan
Valisinasi

Layanan kesshatan berupa tersedianyn
petigas kesslhntan, abat-nhatan, sera
pengurisan jemanh sakde dan meningeal
il FIHK yang belum permah
memberangkaikan

6. Tidak lsalek Nidai O {MNall, jika
audah dilnkinkan tmeakan
porbafkan sesusl skt yang
ditentulan maks Kilad menjad] |
[Satu}
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Pelindungan Hukum Wargsa
Negara Indonesin di Luar
Negeri kepada Jemanh Hajl
Khusus dan petugas haji
khuintis [Diemenan)

PIHK melnkulan penguriaen dolamen
Jemnah yang terkena permeasaiabinn hukum)
di Arab Smudi atao negara ransit
berkodrtinns derigan pereakilan
pemenntah Kl di Arnb Zawdi ntau negam
ranait, pendampingan dan dikaporkan
secarn alekirandk kepada Direitomst
Jenderal atau tidak permah terjadi
permuaaitahian

PIHE melnfulkan pengurusan dokimen
Jemash yang borkena permasalafian hukum
di Arab Saudi atau negara transit
berkoordinnsl dengan peraakilan
pemerintah Rl di Amb Sasdi atau negara
transit dan pendampingsn;

FIHE melakukan pengurusan dokimen
.Jem.u_nh vang terena permasgalahan holom
i1 Arab Saudi atau negarn transit
berkoardinasi dengan perwakdlan
pemerintah Bl di Aral Saudi stau megara
transst atau PIHK yang belum permah
memberanghatian

1. Cele dolrumentnsi pengunisan
dekumen dan statement pelavanan
admimistrasi serin [aparan
atdministrasi pembatalan dan atau
dekumen hilang [fila ada)

2. Tilak bobeh Nital @ {bol), jica
sudah dilakukan tindakan
pechnilan sesual wakiu yang
ditentukan maks Nilid menjacdi 1
{Ragup

5.31

Pefimdungan Bepada Jemash
Haj Ehusus dan petuges haji
khusus diberlan sebhelum,
palama, dan ssielah
melaksanakan thodah hagi
khausus melipan |Dominman|

Pelimdungan Hukim, Keamsnarn, fiwa,
Kecelaknan dan Kesshatan dalam bentuk
asuransl dengan waloma jaminan molad saat
el Al aammpai Kepulangan e di
rumih

Pelitd ungan Hukum, Keamaiat, Jiwi,
Ercelakaan dan Kesshatan dalam bentuk
asurenai dengan wakta jaminan 1 bulan
aehelum leberanghatan sampai eepalangan
di Bandare infernasional

Pelindungan Hukum, Keamanan, Jiwa,
Kpeelakazn dan Kesehatan dalam beniuk
nsuransi dengan waktu jaminan ssak
Jeberangimtnn di sampai leepulangan &
Bandara intermagional atau PIHE vang
belum pernab membemmngkntinn

1. Dibsktikan dengan premi
ELN e e

2. Tidak bobeh Nidwi 0 [Mol), ks
sudah dilnkukan tindokan
perhaikan s wakiu vang
ditentulian maka Nilai merjadi 1
(Haru)

Pelayanon admiristrasi den

dokumen hajl sesuai SEM

Penpuruesn adminisdrasi dan dokamen Bagi
difnsilitnsi sefuruhmyn aleh FIHK sampai
pendisrrfuaian ke jamaah =14 han
sebwolum keberanghaian

1. Dibaiktikan dengan Dokumentasi




Fenpgunisan wdminstrasi dan dokumen haji

atnu Tanda Tenma ADCmInsera s

r oap e difasilitasi sehuruhnya oleh PTH S0 Ko S
i3 |bescode dan informass e o 2 2. Tadak boleh Nifai 0 (Nal), ji
program dan rencang st bbbk sudah dilakuban tindakan
perjatinan, paspor dan = =smuni wakiu yang
barcode dan informasd Pengurissn administeasi don dokumen hadi direntuloan maka Nilal menjadi 1
program dan rencan difasilitasi seluruhoya oleh #IHK sampai [Saru|
perjalanan [Dominan| perdesribuaian ke jamasl < [0 hari |
sobelum koberangkatan atnn MHE yang
belum permah memberangkathan
liebih dari 2 Paker a 1. paket program yang sudab
5.13 whemiis Paket Program yang 3 5 id.l.l.l.'lcln:ll]tm'i
|dimidild FIHEK [Kio-Daminan) Py 2, Nitnl O {Nad) fiks tdak memenuhi
| Pal I {elemen penilaian.
PIHE mwmilitki SOF penanganan
permasalahan, sarana penyampaian
engadiian Amadh secara clekiromik . Cek kotorsediaan sneknnisene
maupun non eleictronik, berita acarn 3 |penianganan kelahan, catatan
prnanganan pengsiduan dan sudah pengadiian, rencana tindak lanjut
komsisten dijalankan. Serta melpkmian dan respon terhiadap
pengukuran kepuasan Jenank secara penpaduanieluhan,
ik
o Celc beritn acars
Penan * -
i fal ERLEAN }Tnm PIHK memilild 80P peraaganan perpaduan
34 Pen IE ! an Madah Fxji permasslalan din samns penyampaion

Khusus (Deminan)

penpgadunn jamanh sscarm ef=krronik
maupun non elsktranik, diserial berita
ahm penanganan pengaduan dan sudah
konsisten difalonkan

3. Cek kueslaner dan haail
pempikuian kepuszan Jemnah

4, Tidak boleh Mikal 0 (Noll, jlos
audah dflalorkan todakarn

FIHK memiliki S0P penanginn

maupun non elekironi diserai dengan
berith acars pennnganan pengaduan

perbadlean sesan walkte yang
ditemiiukan maka Nilai menjadi 1
[Batu)




PEMEBSBOTAN NUILAI AKREDITASE PRIU

Milad Elemen Penilaan Sandarizasi Wila: setelah
Kriteria Jumlah indikstor Elemen Penilaian — m s e R
Tesentbah Tertingg Bohot Terendah Tertinggt
Sarana 6 5 18 2 23 D00y 10 i
Struktur
Orpafisadg dan f 4 ] 1 L1.11% 4 18
| S0 1:2:3
Pelavanan 2 19 L] 3 33.33% 57 1968
Sigtem Manajemen
4
Usaf 1 13 42 A 33,33% 3t 126
Total Nilai setelah pembobotan 107 avs
Milgi PPILF = Jumlah Nilai PRPIU x 100
378
PEMERINGRATAN
PERINGEAT NILAIL
AKREDITASL A 100
AKEEDITASI B £ B87.1
AKREDITASI C K 751
TIDAK TERAKEEDITAS! <28




~E1-

PEMBOBOTAN NILAI AKREDITASI PIHK

I

ASPEK A BT AR Nilai Kualitas Sub Nilai sub unsur
Unsur Terendah Tertinggi

*Nilai PPIU dihitung apabila memenuhi angka kelulusan dan tidak ada temuan major

Kriteria Penilaian PIHK = Jumlah Nilai PFIHK
102
ASPEK BOBOT ASPEK
Total Nilai Akreditasi PPIU vang 2 0%
dinvatakan terakreditasi (dominan) * ’
Kritena Pelayanan PIHK 30%
Total Nilai Akreditasi PIHK 100%

x 100

PEMERINGKATAN

PERINGKAT NILAI

AKREDITASI A BY,2 100
AKREDITASI B = - 87,1
AKREDITASI C 28 - 79,1
TIDAK TERAKREDITASI <28




=52 .

Format 2

PERHITUNGAN DURASI EVALUASI SERTIFIKASI,
SURVAILEN, RE-SERTIFIKASI

Perhitungan durasi evaluasi sertifikasi (W)

Durasi evaluasi minimum untuk lokasi kantor pelayanan (Wd)

Jumlah hari audit berdasarkan jumlah jemaah vang terdaftar dalam 5
(lima) tahun terakhir (Wj)

W = Wd+Wj

. - Jumlah harl audit sefiap
waktu dasar audit di| :
lokasi, dalam hari jumlah Jcmgah terdaftar
W dalam 5 (lima) tahun
teralhir W

1 sampai 999 = 0,5
1000 sampai 4999 = 1,0

1.0
5000 sampai 9999 = 1,5
=10.000 =20
Misal : PPIU/PIHK memiliki 400 jemaah 5 (lima) tahun terakhir, durasi
evaluasi :
W = Wd+Wj
W =1,0+0,5

W = 1.5 Mandays evaluasi

Perhitungan durasi evaluasi survailen adalah 1/2 dari durasi evaluasi
sertifikasi awal (W).

Perhitungan durasi evaluasi re-sertifikasi adalah 2/3 dari durasi evaluasi
sertifikasi awal (W).
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